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LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA 
PT BPR BANK BOYOLALI (PERSERODA) 

TAHUN 2020 
 
 

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) selanjutnya disebut sebagai Bank, merupakan 

lembaga intermediasi yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau 

bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 

Berdasarkan hal tersebut, dapat kita simpulkan bahwa Bank dalam menjalankan 

kegiatan usahanya sangat tergantung dengan tingkat kepercayaan masyarakat. 

Dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat, meningkatkan kinerja, melindungi 

kepentingan stakeholders, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, Bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya 

dengan berpedoman pada prinsip Good Corporate Governance (GCG) sebagaimana 

yang diatur didalam POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola 

Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa 

Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Penerapan 

Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. 

 
PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) dalam merealisasikan Laporan Penerapan Tata 

Kelola dari periode 01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020 mengacu pada prinsip-

prinsip sebagai berikut :  

1. Keterbukaan (transparency) 

2. Akuntabilitas (accountability) 

3. Pertanggungjawaban (responsibility) 

4. Independensi (independency) 

5. Kewajaran (fairness) 

 
Seiring dengan meningkatnya persaingan dan risiko bisnis operasional perbankan, 

maka melalui penerapan prinsip Tata Kelola diharapkan BPR dapat mempertahankan 

bisnisnya secara sehat dan kompetitif, sehingga Manajemen berkomitmen terus 

melaksanakan implementasi prinsip - prinsip Tata Kelola sesuai dengan regulasi yang 

berlaku dan praktek perbankan yang baik. 



Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) – Tahun 2020 2 
 

Laporan pelaksanaan Tata Kelola di PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) disusun 

selaras dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang ada. Berikut adalah pokok-

pokok laporan penerapan tata kelola selama tahun 2020 : 

1. Rapat Umum Pemegang Saham 

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris 

3. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris 

4. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris 

5. Rekomendasi Dewan Komisaris 

6. Jumlah dan Komposisi Direksi 

7. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi 

8. Kepemilikan Saham 

9. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain Bagi Direksi dan Dewan Pengawas 

10. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah 

11. Jumlah Penyimpangan Intern 

12. Permasalahan Hukum 

13. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan 

14. Penanganan benturan kepentingan 

15. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern 

16. Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Sistem Pengendalian Intern 

17. Batas Maksimun Pemberian Kredit 

18. Rencana Bisnis 

19. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan 

20. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Politik 

21. Hasil Self Assessment 

22. Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola Bpr 

 
1. Rapat Umum Pemegang Saham 

Rapat Umum Pemegang Saham merupakan organ tertinggi dalam struktur GCG di 

PT BPR Bank Boyolali (Perseroda), dan RUPS merupakan wadah pemegang 

saham untuk menggunakan hak dan wewenangnya. RUPS juga memegang 

wewenang yang tidak didelegasikan kepada Dewan Komisaris atau Direksi sesuai 

batas yang diatur dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 
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Selama 1 tahun telah diselenggarakan 9 kali RUPS yang terdiri dari : 

1. RUPS Persetujuan Penjualan Dan Penghapusan Inventaris pada tanggal 3 

Februari 2020 

2. RUPS Permohonan Perubahan Anggaran Pembangunan Gedung pada tanggal 

03 Februari 2020 

3. RUPS Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Atas Penguasaan Dan 

Pengurusan PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) Tahun 2019 pada tanggal 26 

Maret 2020 

4. RUPS Masa Jabatan Direktur Utama PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) 

Saudara Dono Sri Hananto, SE, MM pada tanggal 11 Mei 2020 

5. RUPS Pembahasan Rencana Bisnis Bank Perubahan PT BPR Bank Boyolali 

(Perseroda) Tahun 2020 pada tanggal 26 Juni 2020 

6. RUPS Permohonan Penyertaan Modal Disetor  pada tanggal  29 Juni 2020 

7. RUPS Penetapan Anggota Komisaris Independen PT BPR Bank Boyolali 

(Perseroda) pada tanggal 4 November 2020 

8. RUPS Permohonan Pembahasan Rencana Bisnis Bank PT BPR Bank Boyolali 

(Perseroda) Tahun 2021 pada tanggal 10 Desember 2020 

9. RUPS Permohonan Pembahasan Pemindahbukuan Saldo Laba Tahun 2017 

pada tanggal 30 Desember 2020 

 

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Jumlah, 
Komposisi, Anggota Dewan Komisaris) 

 

Jumlah Dewan Komisaris PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) ada 3 (tiga) orang 

dengan susunan sebagai berikut : 

Jabatan Nama 

Komisaris Utama Bony Facio Bandung, S.Sos., M.Si. 

Komisaris Nugroho Wahyu Susiswo, S.Ip. 

Komisaris Independen Agus Budianto, S.E.,M.M. 
 

Adapun deskripsi Dewan Komiaris  dapat kami sampaikan sebagai berikut : 

a. Jumlah Dewan Komisaris 3 (tiga) dan semuanya berdomisili di Kabupaten 

Boyolali. 
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b. Dewan Komisaris adalah Independen. Seluruh Dewan Komisaris tidak 

memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau 

hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau 

Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, sehingga tidak 

mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.  

c. Semua Dewan Komisaris telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan (Fit 

and Proper Test) sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. 

d. Dewan Komisaris atas nama Bony Facio Bandung, S.Sos.,M.Si. jabatan sebagai 

Komisaris Utama di PT BPR Bank Boyolali (Perseroda).  Persyaratan 

Integritas, Kompetensi dan Reputasi Keuangan dapat dipenuhi oleh anggota 

Dewan Komisaris, sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan untuk 

kepentingan Bank dapat dilaksanakan dengan baik. 

e. Dewan Komisaris memiliki Integritas paling kurang mencakup : 

1) Memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap 

mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum 

karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua 

puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; 

2) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang 

berlaku; 

3) Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat; 

4) Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan (fit 

and proper test). 

f. Dewan Komisaris memiliki Kompetensi paling kurang mencakup : 

1) Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan 

jabatannya; dan 

2) Pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan. 

g. Dewan Komisaris memiliki Reputasi keuangan paling kurang mencakup : 

1) Tidak memiliki kredit macet; dan 

2) Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Dewan Komisaris yang 

dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit 

berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir 

sebelum dicalonkan. 
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3. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris 

a. Dewan Komisaris melakukan tugas dan tanggung jawab secara independen 

dan memastikan terselenggaranya penerapan GCG pada seluruh tingkat atau 

jenjang organisasi, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan 

tanggung jawab Direksi serta memberikan nasehat kepada Direksi. 

b. Dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengawas dan penasehat, Dewan 

Komisaris tidak terlibat dalam mengambil keputusan kegiatan operasional, 

kecuali: 

1) Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam 

ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. 

2) Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan 

perundangan yang berlaku. 

c. Keterlibatan atau persetujuan Dewan Komisaris dalam pengambilan 

keputusan kegiatan operasional merupakan bagian dari tugas dan 

pengawasan Dewan Komisaris, sehingga tidak meniadakan tanggung jawab 

Direksi dalam melaksanakan kepengurusan BPR. Tugas pengawasan oleh 

Dewan Komisaris tersebut merupakan upaya pengawasan dini yang perlu 

dilaksanakan. 

d. Dewan Komisaris juga bertugas untuk memastikan bahwa Direksi telah 

menindaklanjuti temuan audit dan mempertimbangkan rekomendasi yang 

disampaikan oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), Auditor Eksternal, hasil 

pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil 

pengawasan otoritas lain. 

e. Sebagaimana peraturan OJK dinyatakan bahwa Dewan Komisaris wajib 

melaporkan pada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak di 

temukannya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan dibidang 

keuangan dan perbankan dan/atau keadaan atau perkiraan keadaan yang 

dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.  

 

4. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris  

Selama tahun 2020 Dewan Komisaris telah melakukan beberapa kali rapat baik 

rapat internal Dewan Komisaris, maupun rapat Dewan Komisaris dengan jajaran 

Direksi. Berdasarkan notulen rapat Dewan Komisaris tercatat bahwa sebagian 
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besar rapat dapat dihadiri secara fisik oleh semua Anggota Dewan Komisaris, dan 

pengambilan keputusan rapat selalu mengutamakan musyawarah mufakat. 

Adapun rapat‐rapat internal Dewan Komisaris pada tahun 2020 adalah sebagai 

berikut: 

No Tanggal Topik Rapat 

1 30 Januari 
2020 

Permohonan Persetujuan Penjualan Dan Penghapusan 
Inventaris 

2 30 Januari 
2020 

Permohonan Perubahan Anggaran Pembangunan Gedung 
untuk Ruang SKAI dan PE Kepatuhan 

3 29 April 2020 Masa Jabatan Direktur Utama PT BPR Bank Boyolali 
(Perseroda) Saudara Dono Sri Hananto, SE, MM 

4 05 Mei 2020 Permohonan Persetujuan Pemberian Tunjangan Hari Raya 
Idul fitri Tahun 2020 

5 11 Juni 2020 Permohonan Persetujuan Penambahan Modal Disetor 

6 17 Juni 2020 Permohonan Persetujuan Pencairan Jasa Pengabdian 
saudara Dono Sri Hananto. S.E.M.M 

7 23 Juni 2020 Permohonan Persetujuan Perubahan Struktur Organisasi 

8 23 Juni 2020 Pembahasan Rencana Bisnis Perubahan Bank PT BPR Bank 
Boyolali (Perseroda) Tahun 2020 

9 03 Juli 2020 Permohonan Persetujuan Pemberian Gaji Ke-13 Dan 
Tunjangan Keagamaan  Idul Adha Tahun 2020 

10 06 November 
2020 

Perubahan Struktur Organisasi PT BPR Bank Boyolali 
(Perseroda) 

11 07 Desember 

2020 

Permohonan Pembahasan Rencana Bisnis Bank PT BPR 
Bank Boyolali (Perseroda) Tahun 2021 

12 07 Desember 
2020 

Permohonan Persetujuan Pemberian Tunjangan 
Keagamaan Natal Tahun 2020, Insentif Semesteran Dan 
Bonus Akhir Tahun 2020 

13 28 Desember 

2020 

Permohonan Pembahasan Pemindahbukuan Saldo Laba 
Tahun 2017 

 

Sedangkan rapat ‐ rapat Dewan Komisaris beserta jajaran Direksi selama tahun 

2020 adalah sebagai berikut: 

No Tanggal Topik Rapat 

1 31 Januari 
2020 

Permohonan Perubahan Anggaran Pembangunan Gedung 
Untuk Kantor SKAI dan PE Kepatuhan 

2 31 Januari 
2020 

Permohonan Persetujuan Penjualan Dan Penghapusan 
Inventaris 

3 20 Maret 
2020 

Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Atas 
Penguasaan Dan Pengurusan PT BPR BANK BOYOLALI 
(Perseroda) Tahun 2019 
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4 04 Mei 2020 Masa Jabatan Direktur Utama PT BPR Bank Boyolali 
(Perseroda) Saudara Dono Sri Hananto, SE, MM 

5 06 Mei 2020 Permohonan Persetujuan Pemberian Tunjangan Hari Raya 
Idul Fitri Tahun 2020 

6 10 Juni 2020 Permohonan Persetujuan Pemberian Insentif Semesteran I 

7 12 Juni 2020 Permohonan Persetujuan Penambahan Modal Disetor 

8 18 Juni 2020 Permohonan Persetujuan Pencairan Jasa Pengabdian 

9 25 Juni 2020 Pembahasan Rencana Bisnis Perubahan Bank PT BPR Bank 
Boyolali (Perseroda) Tahun 2020 

10 25 Juni 2020 Permohonan Persetujuan Perubahan Struktur Organisasi 

11 29 Juni 2020 Permohonan Persetujuan Pencairan Jasa Pengabdian 
saudara Dono Sri Hananto. S.E.M.M 

12 29 Juni 2020 Permohonan Persetujuan Pengangkatan Kepala Satuan 
Audit Intern 

13 06 Juli 2020 Permohonan Persetujuan Pemberian Gaji Ke-13 Dan 
Tunjangan Keagamaan Idul Adha Tahun 2020 

14 06 November 
2020 

Permohonan Perubahan Struktur Organisasi PT BPR Bank 
Boyolali (Perseroda) 

15 08 Desember 
2020 

Permohonan Pembahasan Rencana Bisnis Bank PT BPR 
Bank Boyolali (Perseroda) Tahun 2021 

16 08 Desember 
2020 

Permohonan Persetujuan Pemberian Tunjangan 
Keagamaan Natal Tahun 2020, Insentif Semesteran Dan 
Bonus Akhir Tahun 2020 

17 29 Desember 

2020 

Permohonan Pembahasan Pemindahbukuan Saldo Laba 
Tahun 2017 

 
 

5. Rekomendasi Dewan Komisaris 

Rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi sehubungan dengan tugas dan 

tanggung jawab, antara lain sebagai berikut : 

1) Persetujuan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ke-13 

2) Persetujuan Penjualan Dan Penghapusan Inventaris 

3) Merekomendasikan Untuk Dilaksanakan Rapat Dengan Direksi PT BPR Bank 

Boyolali (Perseroda) Perihal Pembahasan Perubahan Rencana Bisnis Bank PT 

BPR Bank Boyolali (Perseroda) Tahun 2020. 

4) Persetujuan Perubahan Struktur Organisasi PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) 

5) Merekomendasikan Untuk Dilaksanakan Rapat Dengan Direksi PT BPR Bank 

Boyolali (Perseroda) Perihal Masa Jabatan Sdr. Dono Sri Hananto, S.E,.M.M 

Sebagai Direktur Utama PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) 

6) Permohonan Perubahan Anggaran Pembangunan Gedung. 
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7) Persetujuan Pemberian Tunjangan Keagamaan  Idul Adha Tahun 2020

8) Persetujuan Pemberian Tunjangan Keagamaan Natal Tahun 2020, Insentif

Semesteran Dan Bonus Akhir Tahun 2020

6. Jumlah dan Komposisi Direksi

Jumlah anggota Direksi PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) ada 3 (tiga) orang

dengan susunan sebagai berikut :

Jabatan Nama 

Direktur Utama Dono Sri Hananto, S.E., M.M. 
Direktur Bisnis Joko Utomo, S.E. 
Direktur Umum dan Kepatuhan Bani Muslikun, S.Kom. 

Persyaratan berupa Jumlah, Komposisi, Kriteria, dan Independensi Direksi seperti 

yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan telah terpenuhi, dengan penjelasan 

sebagai berikut : 

a. Jumlah Direksi sebanyak 3 (tiga) orang dipimpin oleh Direktur Utama. 

Serta seluruh Direksi bertempat tinggal di Kabupaten Boyolali.

b. Anggota Direksi berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang 

saham pengendali yakni tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, 

kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan 

Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau 

hubungan dengan Bank, sehingga tidak mempengaruhi kemampuannya untuk 

bertindak independen.

c. Semua Anggota Direksi memenuhi persyaratan telah lulus uji kemampuan dan 

kepatutan (fit and proper test).

d. Tidak ada Anggota Direksi merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris, 

Direksi atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan 

lembaga keuangan.

e. Anggota Direksi tidak memiliki saham pada PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) 

karena saham mayoritas 95% dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali.

f. Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi tidak memberikan 

kuasa umum kepada pihak lain yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas 

dan fungsi Direksi. Sebagaimana yang diatur dalam Pedoman Pelaksanaan 
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Good Corporate Governance BPR yang menyebut ”Anggota Direksi dilarang 

memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan 

tugas dan fungsi Direksi. Pemberian kuasa umum dimaksud adalah pemberian 

kuasa kepada satu orang karyawan atau lebih atau orang lain yang 

mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang dan tanggung jawab Direksi 

secara menyeluruh tanpa batasan ruang lingkup dan waktu”. 

g. Semua Anggota Direksi memiliki integritas paling kurang mencakup : 

1) Memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap 

mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum 

karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua 

puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; 

2) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang 

berlaku; 

3) Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat; 

dan 

4) Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan (fit 

and proper test). 

h. Semua Anggota Direksi memiliki Kompetensi paling kurang mencakup : 

1) Pengetahuan dibidang perbankan yang memadai dan relevan dengan 

jabatannya; 

2) Pengalaman dan keahlian dibidang perbankan dan/atau bidang keuangan;  

3) Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka 

pengembangan Bank yang sehat. 

i. Semua Anggota Direksi memiliki Reputasi Keuangan paling kurang mencakup: 

1) Tidak memiliki kredit macet; 

2) Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Anggota Direksi yang 

dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit 

berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir 

sebelum dicalonkan. 

 

7. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi 

Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan 

ketentuan GCG sebagai berikut : 
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a. Direksi telah mempertanggungjawabkan kepengurusannya dalam RUPS 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pertanggungjawaban Direksi tahun buku 2019 dilakukan pada saat RUPS 

tanggal 26 Maret 2020 tentang Laporan Pertanggungjawaban Atas Pengusaan 

dan pengurusan PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) Tahun 2019. 

b. Direksi telah mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung-

jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

c. Direksi senantiasa menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari 

Satuan Kerja Audit Intern Bank, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas 

Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain. 

d. Dalam rangka melaksanakan prinsip - prinsip GCG, Direksi membentuk Satuan 

Kerja Audit Intern, Komite Kredit dan Komite Pengadaan. 

 

8. Kepemilikan Saham 

PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) semula bernama PD BPR Bank Boyolali 

adalah Bank yang berbadan hukum Perusahaan Daerah dimana 100% sahamnya 

dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali. 

Terhitung sejak tanggal 5 April 2019 PD BPR Bank Boyolali resmi berubah 

badan hukum dan berganti nama menjadi PT BPR Bank Boyolali (Perseroda), 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2018 

tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Boyolali.  

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2018 

pasal 10 ayat (1), Modal dasar PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) ditetapkan  

sebesar Rp. 50.000.000.000,- (Lima Puluh Milyar Rupiah) dengan komposisi 

kepemilikan saham sebagai berikut: 

No. Pemegang Saham Persen 
Kepemilikan 

1 Pemerintah Kabupaten Boyolali 95% 

2 Perumda Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali 3% 

3 PT Aneka Karya Boyolali 2% 

 Jumlah  100% 
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9. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan 
Komisaris 

 
Paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas lain yang diterima oleh Dewan 

Komisaris dan Direksi sepanjang tahun 2020, disajikan sebagai berikut : 

a. Berupa uang dalam 1 (satu) tahun. 

No Jenis Remunerasi 
dan Fasilitas Lain 

Jumlah Diterima Dalam 1 (satu) Tahun 
Dewan Komisaris Direksi 

Orang Rupiah Orang Rupiah 
1 Gaji 3 273.601.999 3 1.434.335.000 
2 Tunjangan 3 60.948.333 3 358.450.000 
3 Tantiem 3 49.789.999 3 261.019.795 

 

No Jumlah Remunerasi per Orang 
dalam 1 Tahun 

Jumlah 
 Dewan Komisaris Direksi 

1 Bony Facio Bandung,S.Sos.,M.Si 203.705.072 - 
2 Agus Budianto,S.E.,M.M.  

*) Aktif Per 10 November 2020 19.796.928 - 

3 Nugroho Wahyu Susiswo,S.Ip.  160.838.331 - 
4 Dono Sri Hananto,S.E.,M.M. - 823.271.448 
5 Joko Utomo,S.E.  - 620.595.937 
6 Bani Muslikun,S.Kom.  - 609.937.410 
Jumlah 384.340.331 2.053.804.795 

 
 
 

b. Berupa Fasilitas Lain/Non Uang 

Remunerasi Direksi Komisaris 

Nama Dono 
Sri 
Hanant
o, S.E., 
M.M. 

Joko 
Utomo, 
S.E 
 

Bani 
Muslikun
, S.Kom 
 

Bony 
Facio 
Bandun
g, S.Sos., 
M.Si. 

Nugroho 
Wahyu 
Susiswo, 
S.Ip 
 

Agus 
Budianto
, 
S.E.,M.M. 
*) Aktif 
Per 10 
Novembe
r 2020 

Perumahan Ada Ada Ada Tidak 
ada 

Tidak 
ada 

Tidak 
ada 

Transportasi Mobil 
dinas 

Mobil 
dinas 

Mobil 
dinas 

Tidak 
ada 

Tidak 
ada 

Tidak 
ada 
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10. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah 

Untuk memenuhi salah satu aspek Transparansi dalam pelaksanaan Good 

Corporate Governance sesuai ketentuan yang berlaku, berikut ini akan 

diungkapkan mengenai rasio gaji tertinggi dan terendah, dalam skala 

perbandingan dalam tabel di bawah ini:  

No KETERANGAN RASIO 

1. Rasio Gaji Pegawai yang Tertinggi dan Terendah 3,53 : 1 

2. Rasio Gaji Direksi yang Tertinggi dan Terendah 1,33 : 1 

3. Rasio Gaji Komisaris yang Tertinggi dan Terendah 1,25 : 1 

4. Rasio Gaji Direksi Tertinggi dan Pegawai Tertinggi 3,40 : 1 
 

Gaji yang diperbandingkan dalam Rasio Gaji di atas adalah imbalan yang diterima 

oleh Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai perbulan, dengan ketentuan bahwa 

pegawai yang dimaksud adalah pegawai tetap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asuransi 
Kesehatan 

BPJS 
Keseha

tan, 
CAR 

BPJS 
Kesehat
an, CAR 

BPJS 
Kesehata

n, CAR 

Tidak 
ada 

Tidak 
ada 

Tidak 
ada 

Telp Call Tidak 
ada 

Tidak 
ada 

Tidak 
ada 

Tidak 
ada 

Tidak 
ada 

Tidak 
ada 
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11. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud) 

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Bank dan telah 

dituangkan dalam Jumlah internal fraud disajikan dalam tabel berikut : 

Internal Fraud 
dalam 1 tahun 

Jumlah kasus yang dilakukan oleh 

Direksi Dewan 
Komisaris Pegawai Tetap Pegawai Tidak 

Tetap 
Tahun 

sebelum 
nya 

Tahun 
laporan 

Tahun 
sebelum 

nya 
Tahun 

laporan 
Tahun 

sebelum 
nya 

Tahun 
laporan 

Tahun 
sebelum 

nya 
Tahun 

laporan 

Total Fraud Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil 1 Nihil Nihil 

Telah 
diselesaikan 

 Nihil  Nihil  1  Nihil 

Dalam proses 
penyelesaian di 
internal BPR 

Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil 

Belum 
diupayakan 
penyelesaiannya 

Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil 

Telah 
ditindaklanjuti 
melalui proses 
hukum. 

 
Nihil  Nihil 

 
Nihil 

 
Nihil 

 

12. Permasalahan Hukum 

Selama tahun 2020 ada sedikit permasalahan hukum, yakni terkait adanya 

gugatan dari pihak lain kepada salah satu nasabah dan menjadikan PT BPR Bank 

Boyolali (Perseroda) turut tergugat 

Selengkapnya dapat disajikan sebagai berikut: 

Permasalahan Hukum 
Jumlah 

Perdata Pidana 

Telah selesai (telah mempunyai 
kekuatan hukum yang tetap) Nihil Nihil 

Dalam proses penyelesaian 1 Nihil 
Total 1 Nihil 
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13. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan 

PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) sudah memiliki kebijakan, sistem dan 

prosedur penanganan benturan kepentingan. 

 
No 

Nama dan Jabatan 
Pihak yang 

Memiliki Benturan 
Kepentingan 

Nama dan 
Jabatan 

Pengambil 
Keputusan 

 
Jenis 

Transaksi 

 
Nilai 

Transaksi 
(Jutaan 
Rupiah) 

 
Keterangan *) 

1 Nihil Nihil Nihil Nihil  
 

Berdasarkan hasil evaluasi Bank, pada tahun 2020 tidak terdapat transaksi yang 

mengandung benturan kepentingan. 

 

14. Penanganan Benturan Kepentingan 

Sesuai dengan peraturan OJK nomor 24/SEOJK.03/2020 tentang Penerapan Tata 

Kelola bagi BPR yaitu Penanganan Benturan Kepentingan, PT BPR Bank Boyolali 

(Perseroda) telah menetapkan beberapa kebijakan untuk memitigasi adanya 

tindakan/transaksi yang dapat mengakibatkan benturan kepentingan untuk 

menghindarkan Bank dari kerugian yang mungkin timbul atau kemungkinan 

berkurangnya keuntungan BPR akibat adanya tindakan/transaksi yang 

terindikasi benturan kepentingan, baik oleh anggora Direksi, Dewan Komisaris, 

Pejabat Eksekutif, dan Pemegang Saham. 

Kebijakan terkait Penanganan Benturan Kepentingan 

Surat Keputusan Direksi Nomor 
64/II.IV/2019 tanggal 05 April 2019 

Pedoman Pengaturan Benturan 
Kepentingan Di Lingkungan  PT BPR 
Bank Boyolali (Perseroda) 

Surat Keputusan Direksi Nomor 
33/II.IV/2019 tanggal 05 April 2019 

Standar Operasional Prosedur 
Pengendalian Gratifikasi PT. BPR Bank 
Boyolali ( Perseroda) 

 

Dalam perjalanan usaha PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) belum ada benturan 

kepentingan yang berakibat pada perselisihan antar pengurus Bank. 
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15. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern 

A. Fungsi Kepatuhan 

Dalam rangka penerapan Tata Kelola, PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) 

memiliki Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan. PT BPR Bank Boyolali 

(Perseroda) menunjuk Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan: 

1) Terhitung per tanggal 16 September 2019 dijabat oleh Sdr. Bani Muslikun, 

S.Kom. 

Untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi yang membawahi fungsi 

kepatuhan, maka : 

1. PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) membentuk Satuan Kerja Kepatuhan 

dalam stuktur organisasi di tahun 2020 dan menunjuk Pejabat Eksekutif 

independen sebagai Kepala Satuan Kerja Kepatuhan  untuk melaksanakan 

fungsi kepatuhan yaitu Sdr. Agung Listianto, S.H. 

2. Pejabat Eksekutif Kepatuhan bertanggung jawab langsung kepada Direksi 

yang membawahi fungsi kepatuhan dan wajib menyusun dan melakukan 

pengkinian terhadap pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan. 

 

B. Fungsi Audit Intern 

PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) menunjuk 1 (satu) orang Pejabat yaitu Sdr. 

Suryanto, S.E. yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit 

intern yang independen terhadap fungsi operasional yang dibantu 3 (tiga) 

orang staf. 

Tugas dan Tanggung Jawab Audit Intern dan Pejabat Eksekutif: 

1. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan 

pengawasan operasional BPR yang mencakup perencanaan, pelaksanaan 

maupun pemantauan hasil audit. 

2. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, 

operasional, dan kegiatan lainnya paling sedikit dengan cara pemeriksaan 

langsung dan analisis dokumen. 

3. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan 

meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana. 
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4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan 

yang diperiksa pada semua tingkatan. 

Satuan Kerja Audit Intern dan pejabat Eksekutif dimaksud bertanggung jawab 

langsung kepada Direktur Utama. 

 

C. Fungsi Audit Ekstern : 

1. Audit OJK (Otoritas Jasa Keuangan) 

PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) yang beralamat di Jalan Merbabu No. 2B 

Boyolali, dengan No. Telp (0276)321393, pada tahun 2020 telah diperiksa 

OJK dengan Instruksi Pemeriksaan Umum Nomor S-416/KO.03011/2020 

Tanggal 03 September 2020. 

2. Audit Akuntan Publik. 

Dalam memenuhi seluruh aspek Tata Kelola terkait dengan proses 

penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, PT BPR Bank 

Boyolali (Perseroda) telah melakukan mekanisme yang sepenuhnya patuh 

kepada ketentuan yang ada, antara lain : 

a. Bank telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di 

Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan Audit Laporan Keuangan 

secara Independen (sesuai mekanisme yang telah di tentukan). 

b. Menunjuk Kantor Akuntan Publik sesuai dengan keputusan RUPS. 

c. Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tidak 

melebihi dari 3 (tiga) tahun. 

d. KAP telah menyampaikan hasil audit kepada Bank tepat waktu dan 

mampu bekerja secara independen. 

 

16. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern 

BPR telah menerapkan manajemen risiko secara efektif yang disesuaikan dengan 

tujuan, kebijakan usaha dan kompleksitas usaha serta kemampuan BPR dengan 

berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana ditetapkan dalam 

ketentuan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko BPR, sesuai SK 

Direksi No.24/II.IV/2019 tanggal 05 April 2019 tentang Standar Operasional 

Prosedur Manajemen Risiko PT. BPR Bank Boyolali (Perseroda).  
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Penerapan Manajemen Risiko yang dilakukan PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) 

dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut : 

1. Direksi telah menunjuk pejabat setingkat Kepala Bagian sebagai pelaksana 

satuan kerja (Satker) Manajemen Risiko dengan jabatan struktural Pejabat 

Eksekutif Kepatuhan, Manajemen Risiko dan APU PPT menjadi Satuan Kerja 

Kepatuhan, Manrisk dan APU PPT. 

2. Satuan Kerja Kepatuhan, Manrisk dan APU & PPT bertanggung jawab atas 

kehandalan dan keakuratan laporan profil risiko yang disampaikan kepada 

Direksi sekaligus sebagai masukan untuk mengembalikan keputusan lebih 

lanjut. 

3. Satuan Kerja Kepatuhan, Manrisk dan APU PPT mempunyai kepentingan 

untuk melakukan pengawasan secara pasif terhadap perkembangan risiko 

yang dikelola PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) baik risiko melekat (Inherent 

Risk) maupun terhadap sistem pengendalian risiko (Risk Controll System). 

4. Ruang Lingkup sistem pengendalian risiko yang diterapkan dalam 

pelaksanaan Manajemen Risiko meliputi : 

a. Risiko melekat (Inherent Risk) terdiri dari risiko kredit, risiko operasional, 

risiko kepatuhan, dan risiko likuiditas. 

b. Sistem pengendalian risiko meliputi : 

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris 

2. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit. 

3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan 

pengendalian resiko serta sistem informasi manajemen risiko. 

4. Sistim pengendalian intern yang menyeluruh. 

5. Satuan Kerja Kepatuhan, Manrisk dan  APU PPT wajib melakukan penilaian 

dan evaluasi terhadap seluruh risiko yang ditetapkan Manajemen dalam 

matrik penilaian risiko (profile risiko) dan hasil penilaian risiko tersebut 

disampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dan tembusan 

Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan. 

6. Satuan Kerja Kepatuhan, Manrisk dan  APU  PPT wajib memberikan saran dan 

masukan yang bersifat positif atas hasil penilaian dan pemantauan risiko yang 

dilakukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada 

Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan. 
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17. Batas Maksimal Pemberian Kredit (BMPK)

Selama tahun 2020 kondisi BMPK di PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) dapat

kami sampaikan sebagai berikut :

1. Bank tidak pernah melanggar dan melampaui ketentuan BMPK atas

penyediaan dana kepada pihak terkait dan kepada Debitur inti, serta tidak ada

konsentrasi kredit kepada nasabah tertentu.

2. Bank telah menyampaikan secara berkala laporan BMPK kepada OJK.

3. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur inti posisi Desember 2020

resiko melekat ( Inherent Risk ) sebagai berikut :

No Penyedia Dana Jumlah 
Debitur 

Jumlah 
Nominal (Jutaan 

Rp) 
1 Kepada Pihak Terkait 13 3.813 

2 Kepada Debitur Inti 25 45.887 

18. Rencana Bisnis

A. Rencana Jangka Pendek

Bank telah memiliki rencana strategis dalam bentuk jangka pendek yang telah

disusun secara periodik, terukur dan realistis dengan mempertimbangkan

prinsip kehati - hatian. Beberapa faktor penting yang menjadi perhatian dalam

pengembangan bisnis tahun 2020 adalah :

1. Perlambatan pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada perlambatan

pertumbuhan kredit.

2. Adanya program pemerintah seperti KUR dengan suku bunga sangat

rendah.

3. Persaingan pasar perbankan yang semakin ketat.

4. Potensi meningkatnya kredit bermasalah.

Memperhatikan hal tersebut, pengembangan usaha yang akan dijadikan

strategi PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) jangka pendek diarahkan pada:
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1. Perbaikan permodalan dimana tahun 2020 sudah disetujui perda 

penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Boyolali kepada PT BPR 

BANK BOYOLALI (Perseroda). 

2. Target jangka pendek diharapkan adanya penambahan pendapatan dari 

fee based income, serta transaksi transaksional lainnya dan perhatian 

terhadap efisiensi biaya agar dapat menyokong penambahan laba. 

3. Operasional dalam bidang penghimpunan & penyaluran dana, bidang jasa, 

bidang pengawasan internal, bidang umum dan personalia, serta bidang 

pembukuan, pelaporan dan teknologi informasi.  

4. Kredit direncanakan penyalurannya pada sektor produktif dan konsumtif 

dengan realisasi perbulan ditargetkan rata – rata sebesar Rp. 

20.000.000.000,00 (Dua Puluh Miliar Rupiah) 

5. Mengoptimalkan pelayanan kepada nasabah serta meningkatkan 

pengawasan kegiatan operasional dan relokasi kantor kas yang lebih 

strategis dan representatif dalam wilayah kecamatan yang sama. 

6. Tambahan setoran modal yang berasal dari Pemerintah Kabupaten 

Boyolali, Perumda Air Tirta Ampera, dan PT Aneka Karya (Perseroda). 

Selaku pemegang saham. 

7. Peningkatan kinerja, pelayanan, dan pembinaan sumber daya manusia 

(SDM) berupa diadakannya pelatihan, pendidikan, motivasi, kompetensi, 

dan integritas agar tercipta pegawai yang berintegritas dan berkompeten. 

8. Perbaikan kinerja dalam bidang pemasaran dana & kredit, serta 

penanganan kredit non lancar dengan target non perfoming loan (NPL) 

dibawah 3%. 

9. Monitoring kredit secara intensif pasca realisasi (pencairan) kredit, serta 

perbaikan non performing loan (NPL) agar tercapai kredit yang sehat dan 

lancar, dengan target dalam jangka pendek persentase NPL dibawah angka 

3% (tiga persen). 

10. Perubahan struktur organisasi dan tata kelola (SOTK) PT BPR Bank 

Boyolali (Perseroda) disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan 

usaha. 

11. Inventasi sarana dan prasarana untuk meningkatkan pelayanan dan 

pertumbuhan usaha. 
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12. Menjalankan usaha perbankan lainnya. 

 

B. Rencana Jangka Menengah  

Di tahun 2020 PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) telah menetapkan beberapa 

arah strategi jangka menengah meliputi : 

1. Permodalan yang kuat dan aman, dimana untuk target jangka menengah 

pemegang saham berkomitmen untuk kembali menambah setoran modal, 

setiap tahunnya sehingga modal inti BPR menjadi minimal Rp. 

50.000.000.000,- (Lima Puluh Milyar Rupiah), menjadikan BPR berubah 

kelas dari kelompok BPRKU – 2 menjadi kelompok BPRKU-3. 

2. Konsisten penerapan good corporate governance (GCG), kepatuhan, 

manajemen risiko, dan internal audit sesuai peraturan OJK dalam 

mendukung operasional perusahaan yang sehat. 

3. Menyelesaikan non performing loan (NPL) dan senantiasa menjaga NPL 

berada dibawah 3% (tiga persen). 

4. Secara konsisten melakukan monitoring terhadap ketersediaan dan 

kelengkapan kebijakan dan prosedur yang senantiasa diupdate sesuai 

peraturan yang berlaku. 

5. Seiring perkembangan BPR untuk target jangka menengah berencana 

menambah jumlah kantor kas yang ada serta menambah jumlah kantor 

cabang dengan meningkatkan status dari kantor kas menjadi kantor 

cabang. 

6. Dengan perubahan status badan hukum dari perusahaan daerah (PD) ke 

perusahaan perseroan daerah (Perseroda) serta disahkannya perda 

penyertaan modal kepada PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) maka 

terbuka peluang bagi pemegang saham untuk meningkatkan modal PT 

BPR Bank Boyolali (Perseroda) dari tahun 2020 sampai dengan tahun 

2023. 

7. Peningkatan layanan keuangan berbasis teknologi informasi dan menjadi 

BPR dengan layanan berbasis digital (digital banking services), dengan 

tujuan meningkatkan daya saing dengan melakukan investasi untuk 

menciptakan inovasi berbasis digital. 



Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) – Tahun 2020 21 
 

8. Penguatan internal, untuk meningkatkan daya saing dengan memperkuat 

keunggulan kompetitif dan komparatif. 

9. Melakukan sinergi dan kolaborasi dengan bank umum dan lembaga 

lainnya dalam menggarap potensi pasar. 

 

C. Rencana Jangka Panjang 

• Menjadi Bank yang sehat dan mampu memberikan laba berupa deviden 

kepada para pemegang saham. 

• Meningkatkan produktifitas SDM sehingga mampu menjadi motor 

penggerak tumbuhnya BPR menjadi lebih baik. 

 

19. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank  

1. Bank telah menyusun ketentuan tentang transparansi informasi Produk Bank 

dan SOP perlindungan konsumen. 

2. Bank telah melaporkan kepada OJK tentang laporan penyelesaian pengaduan 

nasabah. 

3. Laporan Tahunan Bank telah disusun dan disajikan kepada pihak Otoritas Jasa 

Keuangan dan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank. 

4. Laporan Tahunan Bank telah disampaikan kepada pihak independen sesuai 

ketentuan dan disajikan pada website resmi PT BPR Bank Boyolali 

(Perseroda). 

5. Bank telah mempublikasikan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan 

Publikasi secara tepat waktu. 

6. PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) menyampaikan laporan GCG kepada Dewan 

Komisaris, sesuai dengan SOP PT BPR Bank Boyolali (Perseroda). 

 

20.  Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Politik 

Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan politik (Coporate Social Responsibility 

/CSR) merupakan bentuk komitmen Bank Boyolali dalam membantu memberikan 

kontribusi pada pembangunan nasional dengan cara memberi bantuan kepada 

masyarakat. PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) menyadari sepenuhnya bahwa 

dukungan dan kepercayaan khususnya masyarakat Boyolali merupakan salah 

satu faktor yang membuat PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) tumbuh dan 



Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) – Tahun 2020 22 
 

berkembang dengan baik. Sudah sewajarnya bila PT BPR Bank Boyolali 

(Perseroda) dapat melaksanakan tanggung jawab sosial ini. 

a. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial Tahun 2020 

No Kegiatan Sosial Jumlah (Rp) 

1 Pembangunan Masjid Al – Imam Kiringan 
Boyolali 5.000.000 

2 Kegiatan Wahana Rekreasi Indonesia Boyolali 1.000.000 

3 Peralatan Relawan Tagana Kab Boyolali 10.750.000 

4 Pembelian Kaos Bantuan Untuk Dispermasdes 3.574.000 

5 Pendirian Pos Pengamanan Polisi Polres Boyolali 5.000.000 

6 Bantuan Untuk Karyawan Non PNS DPRD 
Surakarta 

3.000.000 

7 Bantuan Dana Persatuan Bulutangkis 
Dispendukcapil Kab Boyolali 

1.000.000 

8 Renovasi Tk Kartika 56 Boyolali 4.000.000 

9 Kegiatan Sosial Peduli Bersama COVID-19 750.000 

10 Renovasi TK Kartika 56 Boyolali 4.000.000 
 

Data bantuan sosial di atas tidak kami masukkan semua. Adapun jumlah dana 

bantuan pihak ketiga yang telah disalurkan selama tahun 2020 sebesar                

Rp. 86.280.500,-. 

b. Selama tahun 2020 tidak terdapat transaksi pemberian dana untuk kegiatan 

politik oleh PT BPR Bank Boyolali dan hal ini tidak akan pernah dilakukan 

karena akan menyalahi etika ataupun ketentuan yang ada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) – Tahun 2020 23 
 

21. Hasil Self Assessment Pelaksanaan Tata Kelola 

Berdasarkan hasil Self Assessment pelaksanaan GCG PT. BPR Bank Boyolali 

(Perseroda) periode Desember 2020 disampaikan hal-hal sebagai berikut : 

a. Nilai Komposit GCG sebesar 1,55 dengan predikat Sangat Baik. 

b. Peringkat masing-masing faktor adalah : 
No Aspek Yang Dinilai Bobot Peringkat Nilai 

1 Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi 20% 1.11 0.22 

2 Pelaksanaan Tugas dan tanggung jawab Dewan 
Komisaris 15% 1.46 0.22 

3 Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite 0% 0 0 
4 Penanganan Benturan Kepentingan 10% 2.00 0.20 
5 Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank 10% 1.62 0.16 
6 Penerapan Fungsi Audit Intern 10% 1.88 0.19 
7 Penerapan Fungsi Audit Ekstern 2,5% 1.10 0.03 

8 Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan 
Pengendalian Intern 10% 1.78 0.18 

9 Penyedian Dana pada Pihak Terkait (Related Party) 
dan Debitur Besar (Large Aksposure) 7,5% 1.70 0.13 

10 Transaksi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank 
Laporan GCG dan Laporan Intern 7,5% 1.37 0.10 

11 Rencana Stategi Bank 7,5% 1.65 0.12 
 Nilai Komposit   1.55 
 Peringkat Komposit Sangat baik 

 

KRITERIA NILAI KOMPOSIT 

NILAI KOMPOSIT  PERINGKAT KOMPOSIT 
1.0 ≤ Nilai Komposit < 1.8  Sangat Baik 
1.8 ≤ Nilai komposit < 2.6  Baik 
2.6 ≤ Nilai Komposit < 3.4  Cukup Baik 
3.4 ≤ Nilai Komposit < 4.2  Kurang Baik 
4.2 ≤ Nilai Komposit < 5  Tidak Baik 

 

c. Kekuatan Pelaksanaan GCG  

• Dengan disusunnya SOP GCG PT BPR Bank Boyolali (Perseroda), tata 

kelola bank akan berjalan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku. 

• Dengan adanya pedoman Dewan Komisaris dan Direksi tentunya akan 

dapat lebih mudah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya 

secara efektif. 

• Fungsi kepatuhan Bank, Fungsi Audit Intern, Fungsi Audit Ekstern akan 

berjalan sesuai ketentuan GCG. 
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d. Kelemahan yang masih harus diperbaiki di tahun 2020 pada faktor 4, faktor 6 

dan faktor 8 dan  kondisi ini yang akan dijadikan catatan perbaikan di tahun 

2021. 

22. Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR 

Hasil Self Assesment  atas pelaksanaan Tata Kelola BPR selama tahun 2020 

menghasilkan nilai komposit 1,55 (Sangat Baik), yang mencerminkan BPR telah 

melakukan penerapan Tata Kelola secara umum baik dan memenuhi prinsip-

prinsip Tata Kelola yang sudah memadai. Kelemahan-kelamahan masih ada, 

namun PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) memiliki komitmen serta upaya-upaya 

perbaikan guna mendukung berlangsungnya usaha BPR menjadi lebih baik. 

 
 

Analisis 
A. Struktur Tata Kelola 

Faktor Positif 
1. Jumlah komposisi Dewan Komisaris dan Direksi telah sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku 
2. Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi telah lulus Fit & Proper Test 
3. Dewan Komisaris dan Direksi telah memiliki pedoman dan tata kerja yang 

telah mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja dan rapat. 
4. Bank memiliki Satuan Kerja Kepatuhan, Manajemen Risiko dan APU-PPT. 
5. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) telah independen terhadap satuan kerja 

operasional serta bertanggungjawab kepada Direktur Utama 
6. Satuan Kerja Audt Intern (SKAI) telah memiliki pedoman intern sesuai dengan 

standar 
7. Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung 

penerapan manajemen bank 
8. Rencana strategis bank telah disusun dalam bentuk rencana bisnis sesuai 

dengan visi dan misi bank dan telah didukung oleh pemegang saham 
 
 
Faktor Negatif 
1. Pendidikan dan pelatihan Dewan Komisaris dipandang masih kurang dan 

perlu ditingkatkan. 
2. Anggota Direksi belum sepenuhnya membudayakan pembelajaran secara 

berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan 
perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung 
pelaksanaan tugas dan tanggungjawab pada seluruh tingkatan atau jenjang 
organisasi karena anggaran pendidikan sebesar 5% dari biaya pegawai belum 
sepenuhnya terrealisasi. 

3. Masih belum maksimalnya penerapan manajemen risiko pada lini organisasi 
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B. Proses Penerapan Tata Kelola 
Faktor Positif 
1. Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan 

tugas dan tanggungjawab Direksi secara efektif 
2. Direksi mengelola bank sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawab 

sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan perundang-
undangan yang berlaku telah berjalan efektif 

3. Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya tidak ada satupun anggota 
Direksi yang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang 
mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi 

4. Apabila terdapat benturan kepentingan, maka akan diungkap dalam setiap 
keputusan 

5. Pelaksanaan fungsi kepatuhan telah dilaksanakan dengan baik 
6. Pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Audit Intern telah dilakukan secara 

efektif 
7. Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik telah dilakukan secara efektif 
8. Bank telah transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non 

keuangan kepada publik 
9. Bank telah menyusun rencana bisnis bank secara realistis dengan 

memperhatikan prinsip kehati-hatian terhadap perubahan internal dan 
eksternal dengan mempertimbangkan potensi dan sumber daya yang ada 
 

Faktor Negatif 
1. Bank belum sepenuhnya memiliki sistem dan prosedur kepatuhan diseluruh 

jenjang organisasi yang digunakan untuk menjalankan kegiatan kerja 
2. Bank masih dalam proses mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan sistem 

dan prosedur 
3. Pelaksanaan rencana bisnis bank masih memerlukan penyesuaian dengan 

perkembangan perekonomian 
 

C. Hasil Penerapan Tata Kelola 
Faktor Positif 
1. Aspek transparansi anggota Dewan Komisaris, baik dan tidak pernah 

melanggar ketentuan yang berlaku 
2. Meskipun pendidikan dan pelatihan yang diikuti Dewan Komisaris masih 

kurang memadai namun pelaksanaan tugas dan tanggung jawab telah 
memenuhi prinsip-prinsip tata kelola, antara lain ditunjukkan dengan adanya 
peningkatan kinerja 

3. Seluruh anggota Direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan secara 
independen 

4. Peningkatan kinerja bank yang cukup signifikan 
5. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) telah menjalankan fungsinya secara 

independen dan obyektif tercermin dari laporan yang lengkap berdasarkan 
analisis yang cermat dan tidak memihak 

6. Akuntan Publik telah menjalankan fungsinya secara independen dan obyektif 
tercermin dari laporan yang lengkap berdasarkan analisis yang cermat dan 
tidak memihak 

7. Tidak ada pelanggaran / pelampauan BMPK 
 





Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment )
Penerapan Tata Kelola BPR

Profil BPR

Nama BPR

Alamat BPR

Posisi Laporan

Modal Inti BPR

Total Aset BPR

Bobot Faktor BPR

PT BPR BANK BOYOLALI (PERSERODA)

Desember, 2020

JL. MERBABU NO. 2B BOYOLALI JAWA TENGAH

C

Rp52.021.570.639

Rp385.730.943.375



SB B CB KB TB
1 2 3 4 5

1

1) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50M:
Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang,
dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai
Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.

BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M:
Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang,
dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai
Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.

2) Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di
kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten
yang berbeda pada provinsi yang sama, atau
kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan
langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi
lokasi Kantor Pusat BPR.

v

Seluruh Anggota Direksi PT BPR Bank 
Boyolali (Perseroda) betempat tinggal 
dikota/ kabupaten yang sama dengan 
kantor pusat.

3) Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada
Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain
(partai politik atau organisasi kemasyarakatan).

v

Direksi tidak merangkap jabatan pada 
Bank/yang lain.

4) Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan
keluarga atau semenda sampai dengan derajat
kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau
anggota Dewan Komisaris.

v

Anggota Direksi tidak memiliki hubungan 
keluarga dengan sesama anggota Direksi 
maupun Anggota Komisaris

5) Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan
dan/atau penyedia jasa profesional sebagai
konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu
untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi
karakteristik proyeknya membutuhkan adanya
konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas
meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk
yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta
biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa
profesional adalah pihak independen yang memiliki
kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus
dimaksud.

v

Direksi tidak menggunakan penasehat 
perorangan / konsultan.

6) Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan
dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS

Seluruh Anggota Direksi telah lulus uji 
Kemampuan dan Kepatutan dan telah 

v

PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) telah 
memiliki Anggota Direksi berjumlah 3 (tiga) 
orang terdiri dari Direktur Utama, Direktur 
Bisnis, dan Direktur Umum & Kepatuhan 
bertindak sebagai Direktur yang 
membawahkan fungsi kepatuhan. 

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

No Kriteria/Indikator
Skala Penerapan

Keterangan

dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS
termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah
ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa
jabatannya.

v
Kemampuan dan Kepatutan dan telah 
diangkat RUPS

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan

6 0 0 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (S): 6
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 50%

6

1,00

0,50
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1 2 3 4 5

1

7) Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya
secara independen dan tidak memberikan kuasa
umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas
dan wewenang tanpa batas.

v

Direksi melaksanakan tugas secara 
independen 

8) Direksi menindaklanjuti temuan audit dan
rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk
sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil
pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil
pengawasan otoritas lain.

v

Direksi selalu menindak lanjuti atas 
temuan audit

9) Direksi menyediakan data dan informasi yang
lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada
Dewan Komisaris.

v
Direksi menyediakan data dan informasi 
tepat waktu kepada Dewan Komisaris

10) Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat
strategis dilakukan berdasarkan musyawarah
mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai
musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang
berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion
jika terdapat perbedaan pendapat.

v

Pengambilan keputusan strategis rapat 
Direksi selalu diputuskan dengan  
musyawarah mufakat. 

11) Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan
pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat
merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta
tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan
pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas
lainnya yang ditetapkan RUPS.

v

Direksi tidak menggunakan BPR untuk 
kepentingan pribadi

12) Anggota Direksi membudayakan pembelajaran
secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan
pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan
terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang
mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung
jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang
organisasi antara lain dengan peningkatan
keikutsertaan pegawai BPR dalam
pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan
kualitas individu.

v

Membudayakan pembelajaran secara 
berkelanjutan selalu dilakukan oleh 
Direksi dengan mengirim pendidikan 
pelatihan secara rutin untuk pegawai baik 
yang di selenggarakan oleh OJK maupun 
lewat lembaga lain.

13) Anggota Direksi mampu mengimplementasikan
kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan
tugas dan tanggung jawabnya, antara lain v

Direksi kompeten dalam melaksanakan 
tugas dan tanggung jawabnya

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

KeteranganNo Kriteria/Indikator
Skala Penerapan

tugas dan tanggung jawabnya, antara lain
pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-
hatian.

v

14) Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan
tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit
mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan
peraturan rapat.

v

Direksi sudah memiliki Pedoman dan Tata 
Tertib Kerja Anggota Direksi

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala 
Penerapan

7 2 0 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (S): 8
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 40%

9

1,125

0,45



SB B CB KB TB
1 2 3 4 5

1

15) Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS. v

Direksi mempertanggungjawabkan 
pelaksanan tugasnya kepada RUPS

16) Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh
pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang
kepegawaian. v

Kebijakan strategis masalah kepegawaian 
selalu di komunikasikan, baik pada 
kesempatan apel pagi maupun melalui 
rapat-rapat dengan bagian-bagian yang 
terkait.

17) Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat
dan didokumentasikan dengan baik, termasuk
pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang
terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada
seluruh Direksi.

v

Rapat setiap bulan selalu dilakukan 
minimal satu kali pertemuan. Akan tetapi 
pendokumentasiannya belum di lakukan 
secara optimal.

18) Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan
kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai
dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara
lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian
permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian
hasil sesuai ekspektasi stakeholders.

v

Selama ditahun 2020 telah terjadi pandemi 
virus corona yang menyebabkan terjadinya 
gejolak ekonomi yang sangan luar biasa, 
tetapi PT BPR Bank Boyolali mampu 
mencapai target sesuai ekspektasi 
stakholders

19) Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata
Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di
Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah
ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.

v

Laporan Tata Kelola sudah  disampaikan 
ke OJK, Perbarindo, dan majalah ekonomi 
keuangan sesuai ketentuan.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan

2 6 0 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (S): 5
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 10%
Penjumlahan S + P + H
Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot
Faktor 1

No Kriteria/Indikator
Skala Penerapan

Keterangan

0,16

1,11

0,25

8

1,60

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)
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1 2 3 4 5

2

1) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M:
Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3
(tiga) orang.

BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M:
Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2
(dua) orang.

2) Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui
jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan. v

Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak 
melampaui jumlah anggota Direksi.

3) Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji
Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat
melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa
jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang
menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota
Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya
masa jabatan.

v

Seluruh Anggota Dewan Komisaris telah 
lulus uji Kemampuan dan Kepatuhan dan 
telah diangkat melalui RUPS

4) Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris
bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di
kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan
langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.

v

Semua Anggota Dewan Komisaris tinggal di 
Kabupaten Boyolali

5) BPR memiliki Komisaris Independen:
a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit
Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar
rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari
jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris
Independen.
b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)
dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan
puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota
Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.

v

PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) dengan 
modal inti paling sedikit Rp. 
50.000.000.000,00 (Lima Puluh Miliar 
Rupiah), telah mempunyai satu anggota 
Dewan Komisaris Independen.

6) Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib
kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja,
dan rapat.

v
Pedoman dan Tata Tertip kerja termasuk 
etika kerja, waktu kerja dan rapat sudah 
ada tetapi masih bersifat umum

7) Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai
anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua)
BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau
pejabat eksekutif pada BPR BPRS dan/atau Bank

v

Salah satu anggota  Dewan Komisaris a/n 
Bony Facio Bandung merangkap jabatan 
sebagai Komisaris di PD. BPR BKK 
Boyolali

v

Dewan Komisaris berjumlah 3(tiga) orang 
terdiri dari Komisaris Utama ,Komisaris 

Anggota dan Komisaris Independen

No Kriteria/Indikator
Skala Penerapan

Keterangan

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan 
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank
Umum.

Boyolali.

8) Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki
hubungan keluarga atau semenda sampai dengan
derajat kedua dengan sesama anggota Dewan
Komisaris atau Direksi.

v

Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan 
keluarga dengan Anggota Komisaris atau 
Direksi

9) Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang
memiliki hubungan keuangan, kepengurusan,
kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga
dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi
dan/atau pemegang saham pengendali atau
hubungan lain yang dapat mempengaruhi
kemampuannya untuk bertindak independen.

v

Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki 
hubungan keluarga maupun keuangan 
dengan Anggota Dewan Komisaris lain, 
Direksi maupun Pemegang Saham 
Pengendali

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan

7 4 0 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (S): 9
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 50%

11

1,22

0,61
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2

10) Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan
terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara
lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis
terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk
prinsip kehati-hatian.

v

Dewan Komisaris sudah melaksanakan 
pengawasan dan memberikan nasihat, 
namun masih perlu diadministrasikan 
dengan baik.

11) Dalam rangka melakukan tugas pengawasan,
Komisaris mengarahkan, memantau dan
mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.

v

Evaluasi atas kebijakan strategis BPR telah 
dilakukan namun masih perlu 
dioptimalkan lagi.

12) Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan
keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam
hal penyediaan dana kepada pihak terkait
sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai
batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal
lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan
dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.

v

Dewan Komisaris tidak terlibat secara 
langsung dalam pengambilan keputusan 
operasional BPR.

13) Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi
menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern,
hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau
hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain
dengan meminta Direksi untuk menyampaikan
dokumen hasil tindak lanjut temuan.

v

Dewan Komisaris belum secara optimal 
memantau tindak lanjut hasil temuan 
audit.

14) Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup
untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya
secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan
Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan
yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan
Komisaris.

v

Rapat Dewan Komisaris sudah dilakukan 
paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan 
dan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan 
Komisaris dalam setiap rapatnya.

15) Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris
yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan
musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam
hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai
ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan
dissenting opinion  jika terdapat perbedaan pendapat.

v

Keputusan Rapat Dewan Komisaris selalu 
di selesaikan secara musyawarah mufakat, 
dan jarang ditemukan adanya dissenting 
opinion.

No Kriteria/Indikator
Skala Penerapan

Keterangan

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan 
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

16) Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR
untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau
pihak lain yang merugikan atau mengurangi
keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau
menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain
remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan
RUPS.

v

Anggota Komisaris tidak memanfaatkan 
BPR untuk kepentingan pribadi

17) Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan
terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung
jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi
kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.

v

Pemantauan dan tugas tanggung jawab 
telah dilakukan. Tetapi masih perlu 
dioptimalkan lagi.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan

3 10 0 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (S): 8
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 40%

18) Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam
risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik
dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi
jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan
kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.

v

Dokumentasi rapat dewan komisaris telah 
terdokumentasi dengan baik.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan

0 2 0 0 0

13

1,63

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

0,65



Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (S): 1
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 10%
Penjumlahan S + P + H
Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot
Faktor 2

2

2,00

0,20

1,46

0,24



SB B CB KB TB
1 2 3 4 5

3

1) BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite
Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai
ketentuan.

BPR tidak berkewajiban menjalankan 
Fungsi Komite

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan

0 0 0 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (S): 1
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 50%

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)
2) Komite Audit melakukan evaluasi terhadap

penerapan fungsi audit intern.
BPR tidak berkewajiban menjalankan 
Fungsi Komite

3) Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi
terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.

BPR tidak berkewajiban menjalankan 
Fungsi Komite

4) Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang
dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif
antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata
tertib kerja.

BPR tidak berkewajiban menjalankan 
Fungsi Komite

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan

0 0 0 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (S): 3
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 40%

5) Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan
audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada
Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada
Direksi BPR.

BPR tidak berkewajiban menjalankan 
Fungsi Komite

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan

0 0 0 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (S): 1
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
K l l  (S)  10%

0,00

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

0

0

0,00

Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi 
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

0

0

0,00

0

0

No Kriteria/Indikator
Skala Penerapan

Keterangan

Kelola (S): 10%
Penjumlahan S + P + H
Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot
Faktor 3

0,00

0,00

0,00



SB B CB KB TB
1 2 3 4 5

4

1) BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur
penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang
mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR
termasuk administrasi, dokumentasi dan
pengungkapan benturan kepentingan dimaksud
dalam Risalah Rapat.

v

Bank telah memiliki sistem dan prosedur 
dalam menyelesaikan benturan 
kepentingan. Dari hasil evaluasi Bank di 
tahun 2020 tidak ada transaksi yang 
menimbulkan benturan kepentingan. 

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan

0 2 0 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (S): 1
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 50%

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)
2) Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota

Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat
Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat
merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau
tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki
benturan kepentingan tersebut.

v

Selama tahun 2020tidak ada benturan 
kepentingan yang terjadi di Bank.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan

0 2 0 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (S): 1
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 40%

3) Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR
atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan
dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi
dengan baik.

v

Selama tahun 2020 tidak ada benturan 
kepentingan yang terjadi di Bank.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan

0 2 0 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (S): 1

2

0,80

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

2

Penanganan Benturan Kepentingan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

2

2,00

1,00

2

2,00

No Kriteria/Indikator
Skala Penerapan

Keterangan

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 10%
Penjumlahan S + P + H
Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot
Faktor 4

0,20

2,00

0,22



SB B CB KB TB
1 2 3 4 5

5

1) BPR dengan modal inti paling sedikit 
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): 
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi 
kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit 
untuk:
a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama;
b. tidak membawahkan bidang operasional 
penghimpunan dan penyaluran dana; dan
c. mampu bekerja secara independen.
BPR dengan modal inti kurang dari 
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): 
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi 
kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.

2) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi
kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa
Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain
yang berkaitan dengan perbankan.

v

Anggota Direksi telah lulus uji kemampuan 
dan kepatutan

3) BPR dengan modal inti paling sedikit
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):
Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan
membentuk satuan kerja kepatuhan yang
independen terhadap satuan kerja atau fungsi
operasional.
BPR dengan modal inti kurang dari
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):
Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan
menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi
kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau
fungsi operasional.

v

Fungsi kepatuhan dilakukan dengan 
membentuk Satuan Kerja Kepatuhan, 
Manajemen Risiko, dan APU-PPT yang 
independen dan terpisah dari satuan kerja 
operasional.

4) Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang
menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau
mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur
kepatuhan.

v

Kepala Satuan kerja yang menangani 
fungsi kepatuhan sudah memiliki pedoman 
kerja dan prosedur kerja kepatuhan, 
namun masih perlu disempurnakan.

5) BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas,
wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja
kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani v

Tugas, wewenang dan tanggung jawab 
pejabat eksekutif yang membawahi fungsi 
kepatuhan dikelola oleh Kepala Satuan 

PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) dengan 
modal inti  Rp 50 miliar,  memiliki Anggota 

Direksi yang membawahkan fungsi 
kepatuhan yang independen dari kegiatan 

Bisnis Bank.

v

Penerapan Fungsi Kepatuhan

Keterangan

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

No Kriteria/Indikator
Skala Penerapan

kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani
fungsi kepatuhan.

kepatuhan dikelola oleh Kepala Satuan 
kerja Kepatuhan, Manajemen Risiko, dan 
APU-PPT

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan

3 4 0 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (S): 5
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 50%

7

1,4

0,80



SB B CB KB TB
1 2 3 4 5

5

6) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi
kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang
diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi
seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan
peraturan perundang-undangan lain termasuk
penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa
Keuangan dan otoritas lainnya.

v

Telah menyampaikan laporan pokok-pokok 
pelaksanaan tugas Direksi yang 
membawahkan fungsi kepatuhan

7) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi
kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong
terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain
melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.

v

Sosialisasi dilakukan melalui kegiatan apel 
pagi, rapat antar bagian, dan pelatihan-
pelatihan lain.

8) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi
kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR
terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR
kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk
melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat
kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang
menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
dan peraturan perundang-undangan. 

v

Tidak ada penyimpangan keputusan 
Direksi dari ketentuan Otoritas Jasa 
Keuangan di tahun 2020

9) Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang
menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa
seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur,
serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah
sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
dan peraturan perundang-undangan.

v

Sebagian besar kebijakan dan sisdur telah 
disesuaikan dengan ketentuan OJK dan 
perundang undangan.

10) Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang
menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu
dan/atau merekomendasikan pengkinian dan
penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem
maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai
dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan
peraturan perundang-undangan.

v

Sudah sebagian besar reviu dan 
penyempurnaan kebijakan, ketentuan 
telah disesuaikan dengan ketentuan OJK

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan

1 8 0 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (S): 5

1,8

No Kriteria/Indikator
Skala Penerapan

Keterangan

Penerapan Fungsi Kepatuhan
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

9

pertanyaan (S): 5
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 40%

11) BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran
terhadap ketentuan. v

Tingkat pelanggaran terhadap ketentuan 
sudah ada penurunan, namun masih perlu 
dioptimalkan lagi

12) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi
kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan
tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada
Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan
Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang
membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur
Utama, laporan disampaikan kepada Dewan
Komisaris.

v

Penyampaian laporan pelaksanaan tugas 
dan tanggung jawab Direksi yang 
membawahkan fungsi kepatuhan sudah 
dijalankan.

13) Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi
Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada
Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan
atau keputusan Direksi yang menyimpang dari
peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau
peraturan perundang-undangan lain, sesuai
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

v

Tidak ada penyimpangan kebijakan atau 
keputusan Direksi di tahun 2020

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan

0 6 0 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (S): 3
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 10%
Penjumlahan S + P + H

0,72

1,62

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

6

2,00

0,20



Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot
Faktor 5

0,18



SB B CB KB TB
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1) BPR dengan modal inti paling sedikit
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):
BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).

PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) sudah 
memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) 
dikepalai oleh  Pejabat Eksekutif yang 
bertanggung jawab terhadap pelaksanaan 
audit intern

BPR dengan modal inti kurang dari
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):
BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung
jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.

2) SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab
terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah
memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta
sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas
bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-
undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama
dan Dewan Komisaris.

v

Bank sudah memiliki Pedoman kerja serta 
sistim dan prosedur untuk melaksanakan 
tugas bagi audit intern.

3) SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab
terhadap pelaksanaan fungsi audit intern
independen terhadap satuan kerja operasional
(satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan
penyaluran dana).

v

 SKAI atau Pejabat Eksekutif Fungsi Audit 
Intern sudah terpisah dan Independen 
terhadap operasional BPR

4) SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab
terhadap pelaksanaan fungsi audit intern
bertanggung jawab langsung kepada Direktur
Utama.

v

SKAI atu Pejabat Eksekutif  Fungsi Audit 
Intern bertanggung jawab pada Direktur 
Utama

5) BPR memiliki program rekrutmen dan
pengembangan sumber daya manusia yang
melaksanakan fungsi audit intern. v

Bank belum memiliki program rekrutmen 
Fungsi Audit Intern secara tersendiri, 
tetapi program pengembangan SDM masih 
secara umum.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan

3 2 3 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (S): 5
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata

1,60

0,80

Penerapan Fungsi Audit Intern
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

8

v

No Kriteria/Indikator
Skala Penerapan

Keterangan

Kelola (S): 50%

6) BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan
ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun
oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan
yang secara langsung diperkirakan dapat
mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.

v

BPR menerapkan Fungsi Audit Intern 
sesuai pedoman yang berlaku

7) BPR dengan modal inti paling sedikit
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):
BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan
kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga)
tahun atas kepatuhan terhadap standar
pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan
SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.

v

PT BPR Bank Boyolali (Perseroda)belum 
pernah menugaskan pihak ekstern untuk 
melakukan kaji ulang paling sedikit 1 
(satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas 
kepatuhan terhadap standar pelaksanaan 
fungsi audit  intern, dan kelemahan SOP 
audit serta perbaikan yang mungkin 
dilakukan dikarenakan baru memenuhi 
modal inti paling sedikit Rp. 
50.000.000.000,00 (Lima Puluh Miliar 
Rupiah) di tahun 2020

8) Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit)
dilaksanakan secara memadai dan independen yang
mencakup persiapan audit, penyusunan program
audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan
tindak lanjut hasil audit.

v

Fungsi Audit Intern telah dilaksanakan 
secara memadai dan independen

9) BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan
sumber daya manusia secara berkala dan
berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit
intern.

v

Bank melaksanakan peningkatan mutu 
SDM berkaitan dengan Fungsi Audit 
Intern, dengan pendidikan dan pelatihan 
secara berkala

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

0,80



Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan

0 6 3 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (S): 4
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 40%

9

2,25

0,90
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10) SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab
terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah
menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern
kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris
dengan tembusan kepada anggota Direksi yang
membawahkan fungsi Kepatuhan.

v

Pejabat Eksekutif Audit Intern telah 
menyampaikan laporan kepada Direktur 
Utama  dan Dewan Komisaris dan 
tembusan kepada anggota Direksi yang 
membawahkan fungsi kepatuhan

11) BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan
pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus
(apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa
Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

v

BPR telah menyampaikan laporan pokok 
pokok hasil audit Intern, namun  masih 
perlu disempurnakan.

12) BPR dengan modal inti paling sedikit
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):
BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh
pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

v

PT BPR Bank Boyolali belum pernah 
menyampaikan laporan kaji ualng oleh 
pihak ekstern ke Otoritas Jasa Keuangan 
dikarenakan baru pada tahun 2020 telah 
memenuhi modal inti paling sedikit 
Rp.50.000.000.000,00 (Lima Puluh Miliar 
Rupiah)

13) BPR dengan modal inti paling sedikit
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):
BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau
pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa
Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

BPR dengan modal inti kurang dari
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):
BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau
pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung
jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern
kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan
Otoritas Jasa Keuangan.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan

2 2 3 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (S): 4

BPR telah menyampaikan laporan 
pengangkatan Pejabat Eksekutif Fungsi 

Audit Intern sesuai ketentuan OJK

v

Penerapan Fungsi Audit Intern
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

7

1,75

No Kriteria/Indikator
Skala Penerapan

Keterangan

pertanyaan (S): 4
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 10%
Penjumlahan S + P + H
Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot
Faktor 6

0,18

1,88

0,21



SB B CB KB TB
1 2 3 4 5

7

1) Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor
Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek
legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit,
standar profesional akuntan publik, dan komunikasi
antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP
dimaksud.

v

Penugasan audit kepada AP dan KAP telah 
sesuai dengan ketentuan OJK

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan

1 0 0 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (S): 1
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 50%

2) Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR,
BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta
memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan
Dewan Komisaris.

v

BPR telah menunjuk Akuntan Publik dan 
KAP sesuai ketentuan POJK.

3) BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan
Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan. v

BPR Telah melaporkan hasil audit KAP dan 
Management Letter kepada OJK

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan

2 0 0 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (S): 2
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 40%

4) Hasil audit dan Management Letter telah
menggambarkan permasalahan BPR dan
disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh
KAP yang ditunjuk.

v

Hasil audit dan manajemen letter 
disampaikan ke BPR tepat waktu

5) Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan
ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

v
Cakupan hasil audit intern telah sesuai 
POJK

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
il k li k i i Sk l

Penerapan Fungsi Audit Ektern
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1

1

0,50

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

2

1,00

0,40

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

No Kriteria/Indikator
Skala Penerapan

Keterangan

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan

0 4 0 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (S): 2
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 10%
Penjumlahan S + P + H
Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot
Faktor 7

4

0,20

1,10

0,03

2
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1) BPR dengan modal inti paling sedikit
Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar
rupiah):
BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko
dan satuan kerja Manajemen Risiko;
BPR dengan modal inti paling sedikit
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)
dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan
puluh milyar rupiah):
BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen
Risiko

BPR dengan modal inti kurang dari
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):
BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif
yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi
Manajemen Risiko.

2) BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur
Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.

v

PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) telah 
miliki Kebijakan Manajemen Risiko, 
Prosedur Manajemen Risiko dan Penetapan 
Limit Risiko tetapi masih perlu di 
sempurnakan

3) BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis
mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada
produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan. v

PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) telah 
miliki Kebijakan dan prosedur secara 
tertulis mengenai pengelolaan risiko yang 
melekat pada produk dan aktivitas baru 
sesuai dengan ketentuan.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan

0 0 0 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (S): 3
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 50%

v

PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) telah 
membentuk Satuan Kerja Manajemen 
Risiko dan dikepalai Pejabat Eksekutif yang 
bertanggung jawab terhadap pelaksanaan 
Manajeman Resiko

0,00

No Kriteria/Indikator
Skala Penerapan

Keterangan

Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem 
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

0

0,00
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4) Direksi:
a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan
Manajemen Risiko secara tertulis, dan
b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang
memerlukan persetujuan Direksi.

v

Direksi telah menyusun kebijakan dan 
pedoman penerapan Manajemen Risiko 
secara tertulis serta mengevaluasi dan 
memutuskan transaksi yang memerlukan 
persetujuan Direksi

5) Dewan Komisaris:
a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan 
Manajemen Risiko,
b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas 
pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan
c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan 
Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang 
memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

v

PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) 
melakukan proses identifikasi, 
pengukuran, pemantauan dan 
pengendalian Risiko terhadap seluruh 
faktor yang bersifat material.

6) BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran,
pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap
seluruh faktor Risiko yang bersifat material.

v
PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) 
melakukan proses identifikasi, 
pengukuran, pemantauan dan 

7) BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang
menyeluruh. v

PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) telah 
menerapkan sistem pengendalian intern 
yang menyeluruh akan tetapi perlu di 
sempurnakan lagi.

8) BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh
risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas
Jasa Keuangan.

v

PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) 
menerapkan manajemen risiko atas 
seluruh risiko yang diwajibkan sesuai 
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

9) BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu
sistem informasi manajemen yang mampu
menyediakan data dan informasi yang lengkap,
akurat, kini, dan utuh.

v

PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) memiliki 
sistem informasi yang memadai yaitu 
sistem informasi manajemen yang mampu 
menyediakan data dan informasi yang 
lengkap dan akurat

10) Direksi telah melakukan pengembangan budaya
manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi
dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia
antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi
mengenai manajemen risiko.

v

Direksi telah melakukan pengembangan 
budaya manajemen risiko pada seluruh 
jenjang organisasi dan peningkatan 
komptensi sumber daya manusia antara 
lain dengan pelatihan dan sosialisasi 

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan

0 0 0 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

No Kriteria/Indikator
Skala Penerapan

Keterangan

Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem 
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

0Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (S): 7
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 40%

11) BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko
lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa
Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. v

PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) 
menyusun laporan profil risiko yang 
dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan 
sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

12) BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru
yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan
sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. v

PT BPR Bank Boyolali (Perseroda)  
menyusun laporan produk dan aktivitas 
baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa 
Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa 
Keuangan

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan

0 0 0 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (S): 2
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 10%
Penjumlahan S + P + H
Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot
Faktor 8

0,00

0,00

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

0

0

0,00

0,00

0,00

0
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1) BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur
tertulis yang memadai terkait dengan BMPK
termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait,
debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut
monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai
bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan
perkreditan BPR.

v

Bank telah memiliki sistem dan prosedur 
BMPK namun masih di perlukan adanya 
penyempurnaan.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan

0 2 0 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (S): 1
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 50%

2) BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan
kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar
disesuaikan dengan peraturan perundang-
undangan.

v

Bank belum secara berkala mengevaluasi 
prosedur  BMPK

3) Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak
terkait dan/atau pemberian kredit besar telah
memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-
hatian maupun peraturan perundang-undangan.

v

Ditahun 2020 tidak ada pelanggaran 
ketentuan BMPK dan selalu 
mempertimbangkan prinsip kehati-hatian

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan

1 2 0 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (S): 2
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 40%

4) Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak
terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar
dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan
secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan
secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan

v

Laporan BMPK rutin disampaikan ke OJK  
sesuai ketentuan.

1,5

0,60

2

2,00

1,00

No Kriteria/Indikator
Skala Penerapan

Keterangan

Batas Maksimum Pemberian Kredit
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

3

p
Otoritas Jasa Keuangan.

5) BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK
sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

v
Bank tidak melanggar dan/atau 
melampaui BMPK

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan

2 0 0 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (S): 2
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 10%
Penjumlahan S + P + H
Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot
Faktor 9

1,70

0,14

2

1,00

0,10
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1) Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan
disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi
dan misi BPR.

v
Rencana Bisnis  telah disusun dan 
disetujui Komisaris

2) Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana
strategis jangka panjang dan rencana bisnis
tahunan termasuk rencana penyelesaian
permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan
sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

v

Rencana Bisnis Bank di PT BPR Bank 
Boyolali (Perseroda) telah menggambarkan 
rencana strategis jangka panjang dan 
rencana bisnis tahunan termasuk rencana 
penyelesaian permasalahan BPR yang 
signifikan dengan cakupan sesuai 
ketentuan Otoritas Jasa 

3) Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh
pemegang saham dalam rangka memperkuat
permodalan dan infrastruktur yang memadai antara
lain sumber daya manusia, teknologi informasi,
jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.

v

Rencana Bisnis BPR sudah didukung 
sepenuhnya oleh Pemegang saham.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan

2 2 0 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (S): 3
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 50%

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)
4) Rencana bisnis BPR disusun dengan 

mempertimbangkan paling sedikit:
a. faktor eksternal dan internal yang dapat 
mempengaruhi kelangsungan usaha BPR;
b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-
hatian; dan
c. penerapan manajemen risiko.

v

Rencana Bisnis disusun dengan 
mempertimbangkan faktor intern, ekstern 
dan prinsip kehati-hatian

5) Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan
terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.

v
Dewan Komisaris melaksanakan 
pengawasan atas Rencana Bisnis

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan

1 2 0 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah

t  (S)  2

Rencana Bisnis BPR
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

4

1,333333333

0,67

3

1,5

No Kriteria/Indikator
Skala Penerapan

Keterangan

pertanyaan (S): 2
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 40%

6) Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis
disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

v

Rencana bisnis termasuk perubahan 
rencana bisnis disampaikan kepada 
Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan 
Otoritas Jasa Keuangan.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan

1 0 0 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (S): 1
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 10%
Penjumlahan S + P + H
Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot
Faktor 10

0,10

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

1,5

0,60

1

1

1,37

0,11
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1) Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non
keuangan yang didukung oleh sistem informasi
manajemen yang memadai sesuai ketentuan
termasuk sumber daya manusia yang kompeten
untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat,
kini, dan utuh.

v

Sistem laporan keuangan sudah didukung 
oleh SIM dan SDM yang kompeten

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan

0 2 0 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (S): 1
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 50%

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)
2) BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap

triwulanan dengan materi paling sedikit memuat
laporan keuangan, informasi lainnya, susunan
pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

v

Laporan keuangan publikasi sudah 
disusun sesuai ketentuan OJK

3) BPR menyusun laporan tahunan dengan materi
paling sedikit memuat informasi umum, laporan
keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan
keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek
transparansi dan informasi, serta seluruh aspek
pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa
Keuangan.

v

Laporan Tahunan disusun sesuai 
ketentuan OJK

4) BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai
produk, layanan dan/atau penggunaan data
nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan
dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa
Keuangan.

v

Transparansi informasi dan penggunaan 
data nasabah berpedoman pada ketentuan 
OJK

5) BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata
cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

v
Laporan BPR disusun dan disajikan sesuai 
ketentuan OJK

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan

3 2 0 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah 1 25

5

Keterangan

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

2

2,00

1,00

Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, 

No Kriteria/Indikator
Skala Penerapan

Perhitungan rata rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (S): 4
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 40%

6) Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi
ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota
Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas
serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau
dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa
Keuangan.

v

Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan 
ditanda tangani oleh Direksi, sesuai 
ketentuan OJK

7) Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian
pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak
lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan
disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.

v

Laporan pengaduan dan tindak lanjut 
disampaikan ke OJK tepat waktu

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan

1 2 0 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (S): 2
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 10%
Penjumlahan S + P + H
Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot
Faktor 11

0,14

3

1,50

0,15

1,65

1,25

0,50

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)



Bobot BPR C

Jumlah Bobot Jumlah Bobot Jumlah Bobot

S P H 1 2 3 4 5 50% 1 2 3 4 5 40% 1 2 3 4 5 10%

Faktor 1 6 8 5 6 0 0 0 0 6 0 7 1 0 0 0 8 0 2 3 0 0 0 5 0 0 22%
Nilai Awal 6 0 0 0 0 6 0 7 2 0 0 0 9 0 2 6 0 0 0 8 0 0 0
Rata‐rata 1,00 0,50 1,13 0,45 1,60 0,16 1,11 0,25

Faktor 2 9 8 1 7 2 0 0 0 9 0 3 5 0 0 0 8 0 0 1 0 0 0 1 0 0 16,67%
Nilai Awal 7 4 0 0 0 11 0 3 10 0 0 0 13 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0
Rata‐rata 1,22 0,61 1,63 0,65 2,00 0,20 1,46 0,24

Faktor 3 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Nilai Awal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rata‐rata 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Faktor 4 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 11,11%
Nilai Awal 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0
Rata‐rata 2,00 1,00 2,00 0,80 2,00 0,20 2,00 0,22

Faktor 5 5 5 3 3 2 0 0 0 5 0 1 4 0 0 0 5 0 0 3 0 0 0 3 0 0 11,11%
Nilai Awal 3 4 0 0 0 7 0 1 8 0 0 0 9 0 0 6 0 0 0 6 0 0 0
Rata‐rata 1,40 0,70 1,80 0,72 2,00 0,20 1,62 0,18

Faktor 6 5 4 4 3 1 1 0 0 5 0 0 3 1 0 0 4 0 2 1 1 0 0 4 0 0 11,11%
Nilai Awal 3 2 3 0 0 8 0 0 6 3 0 0 9 0 2 2 3 0 0 7 0 0 0
Rata‐rata 1,60 0,80 2,25 0,90 1,75 0,18 1,88 0,21

Faktor 7 1 2 2 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2,78%
Nilai Awal 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 2 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0
Rata‐rata 1,00 0,50 1,00 0,40 2,00 0,20 1,10 0,03

Nilai Outcome (H)

Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR  ‐ Sebelum Penerapan Manajemen Risiko

Faktor Tata Kelola
Jumlah Pertanyaan

Penilaian Structure (S) Penilaian Process (P) Penilaian Outcome (H)
Jumlah Nilai SPO 

per Faktor
Nilai akhir 
Faktor

Nilai Structure (S) Nilai Process (P)

Faktor 8 3 7 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0%
Nilai Awal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rata‐rata 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Faktor 9 1 2 2 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 8,33%
Nilai Awal 0 2 0 0 0 2 0 1 2 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0
Rata‐rata 2,00 1,00 1,50 0,60 1,00 0,10 1,70 0,14

Faktor 10 3 2 1 2 1 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 8,33%
Nilai Awal 2 2 0 0 0 4 0 1 2 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Rata‐rata 1,33 0,67 1,50 0,60 1,00 0,10 1,37 0,11

Faktor 11 1 4 2 0 1 0 0 0 1 0 3 1 0 0 0 4 0 1 1 0 0 0 2 0 0 8,33%
Nilai Awal 0 2 0 0 0 2 0 3 2 0 0 0 5 0 1 2 0 0 0 3 0 0 0
Rata‐rata 2,00 1,00 1,25 0,50 1,50 0,15 1,65 0,14

1,52
Sangat Baik

Nilai Komposit
Predikat Komposit



Faktor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nilai Komposit

Total Penilaian Faktor 0,25   0,24   -         0,22   0,18   0,21   0,03   -         0,14   0,11   0,14   1,52                              

Predikat Komposit

Faktor : 1

Faktor : 2

Faktor : 3

Faktor : 4

Faktor : 5

Faktor : 6

Faktor : 7

Faktor : 8

Faktor : 9

Faktor : 10 Rencana Bisnis telah disusun sesusai dengan ketentuan OJK

Jumlah Direksi  berjumlah tiga ( 3 ) orang  terdiri dari Direktur utama, Direktur Bisnis serta 
Direktur Umum dan Kepatuhan yang membawahkan fungsi kepatuhan.

Jumlah Dewan Komisaris berjumlah tiga (3) orang dan semuanya telah lulus uji kemampuan 
dan kepatuhan serta diangkat melalui RUPS

Bank belum berkewajiban menunjuk Komite Audit dan Komite Manajemen Resiko, karena 
modal inti paling sedikit Rp. 80.000.000.000,00 (Delapan Puluh Miliar Rupiah )

Bank telah memiliki sistem dan prosedur dalam menyelesaikan benturan kepentingan. Dari 
hasil evaluasi Bank di tahun 2020 tidak ada transaksi yang menimbulkan benturan 
kepentingan  
Bank telah menunjuk Direksi yang menjalankan Fungsi Kepatuhan serta telah membentuk 
Satuan Kerja Kepatuhan sehingga Fungsi Kepatuhan sudah dapat dijalankan sesuai ketentuan 
OJK

Bank telah memiliki pedoman Audit Intern serta memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) 
dikepalai oleh  Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern

Bank telah menunjuk KAP sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan telah 
melaporkan ke OJK tepat waktu.

Bank telah menerapkan manajemen Risiko dan telah membentuk Satuan Kerja Manajemen 
Risiko yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Manajeman Resiko

Kesimpulan

Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

Sangat Baik

Bank telah memiliki sitem dan prosedur BMPK , namun masih di perlukan adanya 
penyempurnaan

Faktor : 11 Laporan keuangan disususn sesuai dengan ketentuan yang berlaku, transparan , ditanda 
tangani Direksi disampaikan ke OJK tepat waktu



Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment )
Penerapan Tata Kelola BPR

Profil BPR

Nama BPR

Alamat BPR

Posisi Laporan

Modal Inti BPR

Total Aset BPR

Bobot BPR

PT BPR BANK BOYOLALI (PERSERODA)

JL. MERBABU NO. 2B BOYOLALI JAWA TENGAH

Desember, 2020

Rp52.021.570.639

Rp385.730.943.375

C



SB B CB KB TB
1 2 3 4 5

1

1) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50M:
Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan
salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur
yang membawahkan fungsi kepatuhan.

BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M:
Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan
salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur
yang membawahkan fungsi kepatuhan.

2) Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di
kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang
berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di
provinsi lain yang berbatasan langsung dengan
kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.

v

Seluruh Anggota Direksi PT BPR Bank Boyolali 
(Perseroda) betempat tinggal dikota/ kabupaten yang 
sama dengan kantor pusat.

3) Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank,
Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai
politik atau organisasi kemasyarakatan).

v
Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank/yang 
lain.

4) Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan
keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua
dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan
Komisaris.

v

Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga 
dengan sesama anggota Direksi maupun Anggota 
Komisaris

5) Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan
dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan
kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang
bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya
membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh
kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung
jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu
pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau
penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang
memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus
dimaksud.

v

Direksi tidak menggunakan penasehat perorangan / 
konsultan.

6)  

v
Seluruh Anggota Direksi telah lulus uji Kemampuan 
dan Kepatutan dan telah diangkat RUPS

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan 6 0 0 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(S): 6

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata

PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) telah memiliki 
Anggota Direksi berjumlah 3 (tiga) orang terdiri dari 
Direktur Utama, Direktur Bisnis, dan Direktur 
Umum & Kepatuhan bertindak sebagai Direktur yang 
membawahkan fungsi kepatuhan. 

6

1,00

v

No Kriteria/Indikator
Skala Penerapan

Keterangan

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 50%

0,50
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1

7) Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya
secara independen dan tidak memberikan kuasa umum
yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan
wewenang tanpa batas.

v

Direksi melaksanakan tugas secara independen 

8) Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi
dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor
intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas
Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.

v

Direksi selalu menindak lanjuti atas temuan audit

9) Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap,
akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris. v

Direksi menyediakan data dan informasi tepat waktu 
kepada Dewan Komisaris

10) Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat
strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat,
suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah
mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan
mencantumkan dissenting opinion jika terdapat
perbedaan pendapat.

v

Pengambilan keputusan strategis rapat Direksi selalu 
diputuskan dengan  musyawarah mufakat. 

11) Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan
pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat
merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak
mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari
BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang
ditetapkan RUPS.

v

Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan 
pribadi

12) Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara
berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan
tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait
bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan
tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan
atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan
keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan
dalam rangka pengembangan kualitas individu.

v

Membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan selalu 
dilakukan oleh Direksi dengan mengirim pendidikan 
pelatihan secara rutin untuk pegawai baik yang di 
selenggarakan oleh OJK maupun lewat lembaga lain.

13) Anggota Direksi mampu mengimplementasikan
kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas
dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas
ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.

v

Direksi kompeten dalam melaksanakan tugas dan 
tanggung jawabnya

14) Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata
tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit
mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan
rapat.

v

Direksi sudah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja 
Anggota Direksi

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

No Kriteria/Indikator
Skala Penerapan

Keterangan

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan 7 2 0 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(S): 8

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 40%

9

1,125

0,45
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1

15) Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya
kepada pemegang saham melalui RUPS. v

Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanan tugasnya 
kepada RUPS

16) Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai
mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.

v

Kebijakan strategis masalah kepegawaian selalu di 
komunikasikan, baik pada kesempatan apel pagi maupun 
melalui rapat-rapat dengan bagian-bagian yang terkait.

17) Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan
didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan
secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat
Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.

v

Rapat setiap bulan selalu dilakukan minimal satu kali 
pertemuan. Akan tetapi pendokumentasiannya belum di 
lakukan secara optimal.

18) Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan
kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam
pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan
peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan
yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai
ekspektasi stakeholders.

v

Selama ditahun 2020 telah terjadi pandemi virus corona 
yang menyebabkan terjadinya gejolak ekonomi yang sangan 
luar biasa, tetapi PT BPR Bank Boyolali mampu mencapai 
target sesuai ekspektasi stakholders

19) Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola
pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia,
dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan
keuangan sesuai ketentuan.

v

Laporan Tata Kelola sudah  disampaikan ke OJK, 
Perbarindo, dan majalah ekonomi keuangan sesuai 
ketentuan.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

2 6 0 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(S): 5

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 10%

Penjumlahan S + P + H
Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1

1,11

0,22

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

8

1,6

0,16

No Kriteria/Indikator
Skala Penerapan

Keterangan
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1) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah 
anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.

BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M:
Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua)
orang.

2) Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui
jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan. v

Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah 
anggota Direksi.

3) Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji
Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui
RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan
anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan
perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris
dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.

v

Seluruh Anggota Dewan Komisaris telah lulus uji 
Kemampuan dan Kepatuhan dan telah diangkat melalui 
RUPS

4) Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat
tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten
pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan
provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.

v

Semua Anggota Dewan Komisaris tinggal di Kabupaten 
Boyolali

5) BPR memiliki Komisaris Independen:
a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit
Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah)
paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah
anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.
b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan
kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh
milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan
Komisaris merupakan Komisaris Independen.

v

PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) dengan modal inti paling 
sedikit Rp. 50.000.000.000,00 (Lima Puluh Miliar Rupiah), 
telah mempunyai satu anggota Dewan Komisaris 
Independen.

6) Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja
termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat. v

Pedoman dan Tata Tertip kerja termasuk etika kerja, waktu 
kerja dan rapat sudah ada tetapi masih bersifat umum

7) Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai
anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau
BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif
pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.

v

Salah satu anggota  Dewan Komisaris a/n Bony Facio 
Bandung merangkap jabatan sebagai Komisaris di PD. BPR 
BKK Boyolali.

8) Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki
hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat
kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau
Direksi.

v

Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga 
dengan Anggota Komisaris atau Direksi

9) Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki
hubungan keuangan kepengurusan kepemilikan saham

Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan 
keluarga maupun keuangan dengan Anggota Dewan 

v

Dewan Komisaris berjumlah 3(tiga) orang terdiri dari 
Komisaris Utama ,Komisaris Anggota dan Komisaris 
Independen

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

No Kriteria/Indikator
Skala Penerapan

Keterangan

hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham
dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan
Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham
pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi
kemampuannya untuk bertindak independen.

v

keluarga maupun keuangan dengan Anggota Dewan 
Komisaris lain, Direksi maupun Pemegang Saham 
Pengendali

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

7 4 0 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(S): 9

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 50%

11

1,22

0,61
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10) Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan
terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta
memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain
pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait
dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip
kehati-hatian.

v

Dewan Komisaris sudah melaksanakan pengawasan dan 
memberikan nasihat, namun masih perlu 
diadministrasikan dengan baik.

11) Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris
mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan
kebijakan strategis BPR.

v

Evaluasi atas kebijakan strategis BPR telah dilakukan 
namun masih perlu dioptimalkan lagi.

12) Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan
keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal
penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur
dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian
kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam
peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan
fungsi pengawasan.

v

Dewan Komisaris tidak terlibat secara langsung dalam 
pengambilan keputusan operasional BPR.

13) Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi
menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil
pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil
pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta
Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak
lanjut temuan.

v

Dewan Komisaris belum secara optimal memantau tindak 
lanjut hasil temuan audit.

14) Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara
optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris
paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri
oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.

v

Rapat Dewan Komisaris sudah dilakukan paling sedikit 1 
(satu) kali dalam 3 bulan dan dihadiri oleh seluruh anggota 
Dewan Komisaris dalam setiap rapatnya.

15) Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang
bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan
musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal
tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai
ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan
dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.

v

Keputusan Rapat Dewan Komisaris selalu di selesaikan 
secara musyawarah mufakat, dan jarang ditemukan 
adanya dissenting opinion.

16) Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR
untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain
yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta
tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi
dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang
ditetapkan RUPS.

v

Anggota Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk 
kepentingan pribadi

17) Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan
terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan v

Pemantauan dan tugas tanggung jawab telah dilakukan. 
Tetapi masih perlu dioptimalkan lagi.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

No Kriteria/Indikator
Skala Penerapan

Keterangan

gg y g g
yang memerlukan tindak lanjut Direksi.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan 3 10 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(S): 8

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 40%

18) Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah
rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas,
termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat
perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh
anggota Dewan Komisaris.

v

Dokumentasi rapat dewan komisaris telah terdokumentasi 
dengan baik.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

0 2 0 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(S): 1

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 10%

Penjumlahan S + P + H
Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2

2,00

0,20

1,46

0,22

13

1,63

0,65

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

2
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1) BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau
Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.

BPR tidak berkewajiban menjalankan Fungsi Komite

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

0 0 0 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(S): 1

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 50%

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

2) Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan
fungsi audit intern.

BPR tidak berkewajiban menjalankan Fungsi Komite

3) Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap
penerapan fungsi manajemen risiko.

BPR tidak berkewajiban menjalankan Fungsi Komite

4) Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang
dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain
telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.

BPR tidak berkewajiban menjalankan Fungsi Komite

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

0 0 0 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(S): 3

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 40%

5) Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit
intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan
Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.

BPR tidak berkewajiban menjalankan Fungsi Komite

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

0 0 0 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(S): 1

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 10%

Penjumlahan S + P + H
Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faktor 3

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

0

0,00

0,00

0,00

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

0

0,00

0,00

0

0,00

0,00

No Kriteria/Indikator
Skala Penerapan

Keterangan

Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite 

Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faktor 3
0,00
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4

1) BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur
penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang
mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk
administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan
kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.

v

Bank telah memiliki sistem dan prosedur dalam 
menyelesaikan benturan kepentingan. Dari hasil evaluasi 
Bank di tahun 2020 tidak ada transaksi yang 
menimbulkan benturan kepentingan. 

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

0 2 0 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(S): 1

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 50%

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

2) Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan
Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak
mengambil tindakan yang dapat merugikan atau
mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi
transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.

v

Selama tahun 2020tidak ada benturan kepentingan yang 
terjadi di Bank.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

0 2 0 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(S): 1

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 40%

3) Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau
mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap
keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik. v

Selama tahun 2020 tidak ada benturan kepentingan yang 
terjadi di Bank.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

0 2 0 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(S): 1

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 10%

Penjumlahan S + P + H

0,80

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

2

0,20

2,00

2,00

Penanganan Benturan Kepentingan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

2

2,00

1,00

2

2,00

No Kriteria/Indikator
Skala Penerapan

Keterangan

Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4
0,20
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1) BPR dengan modal inti paling sedikit 
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): 
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan 
memenuhi persyaratan paling sedikit untuk:
a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama;
b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan 
dan penyaluran dana; dan
c. mampu bekerja secara independen.

BPR dengan modal inti kurang dari 
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): 
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan 
tidak menangani penyaluran dana.

2) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan
peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan
dengan perbankan.

v

Anggota Direksi telah lulus uji kemampuan dan kepatutan

3) BPR dengan modal inti paling sedikit
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):
Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan
membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen
terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.

BPR dengan modal inti kurang dari
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):
Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan
menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi
kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi
operasional.

4) Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang
menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau
mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur
kepatuhan.

v

Kepala Satuan kerja yang menangani fungsi kepatuhan 
sudah memiliki pedoman kerja dan prosedur kerja 
kepatuhan, namun masih perlu disempurnakan.

5) BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas,
wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja
kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi
kepatuhan.

v

Tugas, wewenang dan tanggung jawab pejabat eksekutif 
yang membawahi fungsi kepatuhan dikelola oleh Kepala 
Satuan kerja Kepatuhan, Manajemen Risiko, dan APU-PPT

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

3 4 0 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(S): 5

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata

Penerapan Fungsi Kepatuhan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

7

1,40

v

PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) dengan modal inti  Rp 50 
miliar,  memiliki Anggota Direksi yang membawahkan 
fungsi kepatuhan yang independen dari kegiatan Bisnis 
Bank.

v

Fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk Satuan 
Kerja Kepatuhan, Manajemen Risiko, dan APU-PPT yang 
independen dan terpisah dari satuan kerja operasional.

No Kriteria/Indikator
Skala Penerapan

Keterangan

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 50%

0,70
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6) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk
memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan
Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-
undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada
Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.

v

Telah menyampaikan laporan pokok-pokok pelaksanaan 
tugas Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan

7) Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan
melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya
kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan
pelatihan ketentuan terkini.

v

Sosialisasi dilakukan melalui kegiatan apel pagi, rapat 
antar bagian, dan pelatihan-pelatihan lain.

8) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh
komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa
Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan
apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi
BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa
Keuangan dan peraturan perundang-undangan. 

v

Tidak ada penyimpangan keputusan Direksi dari ketentuan 
Otoritas Jasa Keuangan di tahun 2020

9) Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang
menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh
kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta
kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan
perundang-undangan.

v

Sebagian besar kebijakan dan sisdur telah disesuaikan 
dengan ketentuan OJK dan perundang undangan.

10) Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang
menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau
merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan
kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang
dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas
Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.

v

Sudah sebagian besar reviu dan penyempurnaan 
kebijakan, ketentuan telah disesuaikan dengan ketentuan 
OJK

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan 1 8 0 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(S): 5

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 40%

11) BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap
ketentuan. v

Tingkat pelanggaran terhadap ketentuan sudah ada 
penurunan, namun masih perlu dioptimalkan lagi

0,72

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

No Kriteria/Indikator
Skala Penerapan

Keterangan

Penerapan Fungsi Kepatuhan
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

9

1,80

12) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung
jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan
tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota
Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah
Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan
Komisaris.

v

Penyampaian laporan pelaksanaan tugas dan tanggung 
jawab Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan 
sudah dijalankan.

13) Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan
menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa
Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan
Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa
Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain,
sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

v

Tidak ada penyimpangan kebijakan atau keputusan Direksi 
di tahun 2020

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

0 6 0 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(S): 3

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 10%

Penjumlahan S + P + H
Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot Faktor 5

6

2,00

0,20

1,62

0,16
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1) BPR dengan modal inti paling sedikit
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):
BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).

BPR dengan modal inti kurang dari
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):
BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab
terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.

2) SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab
terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki
dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan
prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern
sesuai peraturan perundang-undangan dan telah
disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.

v

Bank sudah memiliki Pedoman kerja serta sistim dan 
prosedur untuk melaksanakan tugas bagi audit intern.

3) SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab
terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen
terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait
dengan penghimpunan dan penyaluran dana).

v

 SKAI atau Pejabat Eksekutif Fungsi Audit Intern sudah 
terpisah dan Independen terhadap operasional BPR

4) SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab
terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung
jawab langsung kepada Direktur Utama.

v

SKAI atu Pejabat Eksekutif  Fungsi Audit Intern 
bertanggung jawab pada Direktur Utama

5) BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan
sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit
intern.

v

Bank belum memiliki program rekrutmen Fungsi Audit 
Intern secara tersendiri, tetapi program pengembangan 
SDM masih secara umum.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

3 2 3 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(S): 5

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 50%

6) BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan
ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh
BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara
langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan
BPR dan masyarakat.

v

BPR menerapkan Fungsi Audit Intern sesuai pedoman 
yang berlaku

7) BPR dengan modal inti paling sedikit
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):
BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji
ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas
kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit

v

PT BPR Bank Boyolali (Perseroda)belum pernah 
menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang 
paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas 
kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit  
intern  dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang 

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

Penerapan Fungsi Audit Intern
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

8

1,60

0,80

v

PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) sudah memiliki Satuan 
Kerja Audit Intern (SKAI) dikepalai oleh  Pejabat Eksekutif 
yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern

No Kriteria/Indikator
Skala Penerapan

Keterangan

kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit
intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang
mungkin dilakukan.

intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang 
mungkin dilakukan dikarenakan baru memenuhi modal 
inti paling sedikit Rp. 50.000.000.000,00 (Lima Puluh 
Miliar Rupiah) di tahun 2020

8) Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit)
dilaksanakan secara memadai dan independen yang
mencakup persiapan audit, penyusunan program audit,
pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak
lanjut hasil audit.

v

Fungsi Audit Intern telah dilaksanakan secara memadai 
dan independen

9) BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan
sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan
terkait dengan penerapan fungsi audit intern. v

Bank melaksanakan peningkatan mutu SDM berkaitan 
dengan Fungsi Audit Intern, dengan pendidikan dan 
pelatihan secara berkala

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

0 6 3 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(S): 4

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 40%

9

2,25

0,90
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10) SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab
terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah
menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada
Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan
kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi
Kepatuhan.

v

Pejabat Eksekutif Audit Intern telah menyampaikan 
laporan kepada Direktur Utama  dan Dewan Komisaris dan 
tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan 
fungsi kepatuhan

11) BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-
pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada
penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

v

BPR telah menyampaikan laporan pokok pokok hasil audit 
Intern, namun  masih perlu disempurnakan.

12) BPR dengan modal inti paling sedikit
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):
BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak
ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan
Otoritas Jasa Keuangan.

v

PT BPR Bank Boyolali belum pernah menyampaikan 
laporan kaji ualng oleh pihak ekstern ke Otoritas Jasa 
Keuangan dikarenakan baru pada tahun 2020 telah 
memenuhi modal inti paling sedikit Rp.50.000.000.000,00 
(Lima Puluh Miliar Rupiah)

13) BPR dengan modal inti paling sedikit
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):
BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau
pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa
Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

BPR dengan modal inti kurang dari
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):
BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau
pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab
terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas
Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

2 2 3 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(S): 4

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 10%

Penjumlahan S + P + H
Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot Faktor 6

Penerapan Fungsi Audit Intern
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

7

1,75

0,18

1,88

0,19

v

BPR telah menyampaikan laporan pengangkatan Pejabat 
Eksekutif Fungsi Audit Intern sesuai ketentuan OJK

No Kriteria/Indikator
Skala Penerapan

Keterangan
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1) Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor
Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas
perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional
akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa
Keuangan dengan KAP dimaksud.

v

Penugasan audit kepada AP dan KAP telah sesuai dengan 
ketentuan OJK

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

1 0 0 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(S): 1

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 50%

2) Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR
menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di
Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan
RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.

v

BPR telah menunjuk Akuntan Publik dan KAP sesuai 
ketentuan POJK.

3) BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management 
Letter  kepada Otoritas Jasa Keuangan. v

BPR Telah melaporkan hasil audit KAP dan Management 
Letter kepada OJK

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

2 0 0 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(S): 2

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 40%

4) Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan
permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu
kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk. v

Hasil audit dan manajemen letter disampaikan ke BPR 
tepat waktu

5) Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang
lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan
Otoritas Jasa Keuangan.

v

Cakupan hasil audit intern telah sesuai POJK

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

0 4 0 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(S)  2

1,00

0,40

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

4

2,00

Penerapan Fungsi Audit Ektern
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1

1,00

0,50

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

2

No Kriteria/Indikator
Skala Penerapan

Keterangan

(S): 2

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 10%

Penjumlahan S + P + H
Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor 7

2,00

0,20

1,10

0,03
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1) BPR dengan modal inti paling sedikit
Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah):
BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan
satuan kerja Manajemen Risiko;

BPR dengan modal inti paling sedikit
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan
kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh
milyar rupiah):
BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;

BPR dengan modal inti kurang dari
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):
BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang
bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi
Manajemen Risiko.

2) BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur
Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko. v

PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) telah miliki Kebijakan Man

3) BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis
mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk
dan aktivitas baru sesuai ketentuan.

v

PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) telah miliki Kebijakan dan

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

1 4 0 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(S): 3

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 50%

0,83

No Kriteria/Indikator
Skala Penerapan

Keterangan

Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem 

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

5

1,67

v

PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) telah membentuk Satuan 
Kerja Manajemen Risiko dan dikepalai Pejabat Eksekutif 
yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Manajeman 
Resiko



SB B CB KB TB
1 2 3 4 5

8

4) Direksi : 
a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan
Manajemen Risiko secara tertulis, dan
b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang
memerlukan persetujuan Direksi.

v

Direksi telah menyusun kebijakan dan pedoman penerapan 

5) Dewan Komisaris : 
a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen 
Risiko,
b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas 
pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan
c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi 
yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan 
persetujuan Dewan Komisaris.

v

PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) melakukan proses identifik

6) BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran,
pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh
faktor Risiko yang bersifat material.

v

#REF!

7) BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang
menyeluruh. v

PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) telah menerapkan sistem p

8) BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko
yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa
Keuangan.

v

PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) menerapkan manajemen r

9) BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem
informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan
informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh. v

PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) memiliki sistem informasi 

10) Direksi telah melakukan pengembangan budaya
manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan
peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui
pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen
risiko.

v

Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

0 14 0 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(S): 7

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 40%

11) BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain
(jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan
sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

v

PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) menyusun laporan profil r

2,00

0,80

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

No Kriteria/Indikator
Skala Penerapan

Keterangan

Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem 

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

14

12) BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang
dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

v

PT BPR Bank Boyolali (Perseroda)  menyusun laporan produ

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

1 2 0 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(S): 2

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 10%

Penjumlahan S + P + H
Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot Faktor 8

3

1,50

0,15

1,78

0,18
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1) BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur
tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk
pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup,
dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan
penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian
terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.

v

Bank telah memiliki sistem dan prosedur BMPK namun 
masih di perlukan adanya penyempurnaan.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

0 2 0 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(S): 1

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 50%

2) BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan
kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan
dengan peraturan perundang-undangan.

v

Bank belum secara berkala mengevaluasi prosedur  BMPK

3) Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait
dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan
memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan
perundang-undangan.

v

Ditahun 2020 tidak ada pelanggaran ketentuan BMPK dan 
selalu mempertimbangkan prinsip kehati-hatian

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

1 2 0 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(S): 2

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 40%

4) Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait
dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau
melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala
kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat
waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

v

Laporan BMPK rutin disampaikan ke OJK  sesuai 
ketentuan.

5) BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. v

Bank tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

2 0 0 0 0

1,00

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

3

1,50

0,60

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

No Kriteria/Indikator
Skala Penerapan

Keterangan

Batas Maksimum Pemberian Kredit
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

2

2,00

2 0 0 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(S): 2

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 10%

Penjumlahan S + P + H
Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor 9

1,00

0,10

1,70

0,13

2
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1) Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan
disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan
misi BPR.

v

Rencana Bisnis  telah disusun dan disetujui Komisaris

2) Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis
jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk
rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan
dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa
Keuangan.

v

Rencana Bisnis Bank di PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) 
telah menggambarkan rencana strategis jangka panjang 
dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana 
penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan 
cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa 

3) Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang
saham dalam rangka memperkuat permodalan dan
infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya
manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan,
dan prosedur.

v

Rencana Bisnis BPR sudah didukung sepenuhnya oleh 
Pemegang saham.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

2 2 0 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(S): 3

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 50%

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

4) Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan 
paling sedikit:
a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi 
kelangsungan usaha BPR;
b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; 
dan
c. penerapan manajemen risiko.

v

Rencana Bisnis disusun dengan mempertimbangkan faktor 
intern, ekstern dan prinsip kehati-hatian

5) Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap
pelaksanaan rencana bisnis BPR. v

Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan atas Rencana 
Bisnis

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

1 2 0 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(S): 2

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 40%

6) Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis
disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai v

Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis 
disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai 

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

4

1,33

0,67

3

1,50

0,60

No Kriteria/Indikator
Skala Penerapan

Keterangan

Rencana Bisnis BPR

disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

v disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai 
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

1 0 0 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(S): 1

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 10%

Penjumlahan S + P + H
Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor
10

1

1,00

0,10

1,37

0,10
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1) Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non
keuangan yang didukung oleh sistem informasi
manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk
sumber daya manusia yang kompeten untuk
menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan
utuh.

v

Sistem laporan keuangan sudah didukung oleh SIM dan 
SDM yang kompeten

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

0 2 0 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(S): 1

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 50%

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

2) BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap
triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan
keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan
komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas
Jasa Keuangan.

v

Laporan keuangan publikasi sudah disusun sesuai 
ketentuan OJK

3) BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling
sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini
dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR
(apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi,
serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan
Otoritas Jasa Keuangan.

v

Laporan Tahunan disusun sesuai ketentuan OJK

4) BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai
produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR
dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara
sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

v

Transparansi informasi dan penggunaan data nasabah 
berpedoman pada ketentuan OJK

5) BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara,
jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan
Otoritas Jasa Keuangan.

v

Laporan BPR disusun dan disajikan sesuai ketentuan OJK

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

3 2 0 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(S): 4

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 40%

5

1,25

0,50

Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta 

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

2

2,00

1,00

No Kriteria/Indikator
Skala Penerapan

Keterangan

Kelola (S): 40%

6) Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi
ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi
dengan mencantumkan nama secara jelas serta
disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada
Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

v

Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan ditanda tangani 
oleh Direksi, sesuai ketentuan OJK

7) Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian
pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut
pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan
sesuai ketentuan secara tepat waktu.

v

Laporan pengaduan dan tindak lanjut disampaikan ke OJK 
tepat waktu

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

1 2 0 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(S): 2

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 10%

Penjumlahan S + P + H
Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor
11

1,50

0,15

1,65

0,12

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

3



Bobot BPR C

Jumlah Bobot Jumlah Bobot Jumlah Bobot

S P H 1 2 3 4 5 50% 1 2 3 4 5 40% 1 2 3 4 5 10%

Faktor 1 6 8 5 6 0 0 0 0 6 0 7 1 0 0 0 8 0 2 3 0 0 0 5 0 0 20%
Nilai Awal 6 0 0 0 0 6 0 7 2 0 0 0 9 0 2 6 0 0 0 8 0 0 0
Rata‐rata 1,00 0,50 1,13 0,45 1,60 0,16 1,11 0,22

Faktor 2 9 8 1 7 2 0 0 0 9 0 3 5 0 0 0 8 0 0 1 0 0 0 1 0 0 15,00%
Nilai Awal 7 4 0 0 0 11 0 3 10 0 0 0 13 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0
Rata‐rata 1,22 0,61 1,63 0,65 2,00 0,20 1,46 0,22

Faktor 3 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Nilai Awal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rata‐rata 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Faktor 4 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 10,00%
Nilai Awal 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0
Rata‐rata 2,00 1,00 2,00 0,80 2,00 0,20 2,00 0,20

Faktor 5 5 5 3 3 2 0 0 0 5 0 1 4 0 0 0 5 0 0 3 0 0 0 3 0 0 10,00%
Nilai Awal 3 4 0 0 0 7 0 1 8 0 0 0 9 0 0 6 0 0 0 6 0 0 0
Rata‐rata 1,40 0,70 1,80 0,72 2,00 0,20 1,62 0,16

Faktor 6 5 4 4 3 1 1 0 0 5 0 0 3 1 0 0 4 0 2 1 1 0 0 4 0 0 10,00%
Nilai Awal 3 2 3 0 0 8 0 0 6 3 0 0 9 0 2 2 3 0 0 7 0 0 0
Rata‐rata 1,60 0,80 2,25 0,90 1,75 0,18 1,88 0,19

Faktor 7 1 2 2 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2,50%
Nilai Awal 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 2 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0
Rata‐rata 1,00 0,50 1,00 0,40 2,00 0,20 1,10 0,03

Nilai Outcome (H)

Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR  ‐ Setelah Penerapan Manajemen Risiko

Faktor Tata Kelola
Jumlah Pertanyaan

Penilaian Structure (S) Penilaian Process (P) Penilaian Outcome (H)
Jumlah Nilai SPO 

per Faktor
Nilai akhir 
Faktor

Nilai Structure (S) Nilai Process (P)

Faktor 8 3 7 2 1 2 0 0 0 3 0 0 7 0 0 0 7 0 1 1 0 0 0 2 0 0 10%
Nilai Awal 1 4 0 0 0 5 0 0 14 0 0 0 14 0 1 2 0 0 0 3 0 0 0
Rata‐rata 1,67 0,83 2,00 0,80 1,50 0,15 1,78 0,18

Faktor 9 1 2 2 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 7,50%
Nilai Awal 0 2 0 0 0 2 0 1 2 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0
Rata‐rata 2,00 1,00 1,50 0,60 1,00 0,10 1,70 0,13

Faktor 10 3 2 1 2 1 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 7,50%
Nilai Awal 2 2 0 0 0 4 0 1 2 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Rata‐rata 1,33 0,67 1,50 0,60 1,00 0,10 1,37 0,10

Faktor 11 1 4 2 0 1 0 0 0 1 0 3 1 0 0 0 4 0 1 1 0 0 0 2 0 0 7,50%
Nilai Awal 0 2 0 0 0 2 0 3 2 0 0 0 5 0 1 2 0 0 0 3 0 0 0
Rata‐rata 2,00 1,00 1,25 0,50 1,50 0,15 1,65 0,12

1,55
Sangat Baik

Nilai Komposit
Predikat Komposit



Faktor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nilai Komposit

Total Penilaian Faktor 0,22   0,22   -         0,20   0,16   0,19   0,03   0,18   0,13   0,10   0,12   1,55                              

Predikat Komposit

Faktor : 1

Faktor : 2

Faktor : 3

Faktor : 4

Faktor : 5

Faktor : 6

Faktor : 7

Faktor : 8

Faktor : 9

Faktor : 10

Faktor : 11

Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

Sangat Baik

Kesimpulan

Laporan keuangan disususn sesuai dengan ketentuan yang berlaku, transparan , ditanda tangani 
Direksi disampaikan ke OJK tepat waktu

Bank telah memiliki pedoman Audit Intern serta memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) 
dikepalai oleh  Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern

Bank telah menunjuk KAP sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan telah 
melaporkan ke OJK tepat waktu.

Bank telah menerapkan manajemen Risiko dan telah membentuk Satuan Kerja Manajemen 
Risiko yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Manajeman Resiko

Bank telah memiliki sitem dan prosedur BMPK , namun masih di perlukan adanya 
penyempurnaan

Rencana Bisnis telah disusun sesusai dengan ketentuan OJK

Jumlah Direksi  berjumlah tiga ( 3 ) orang  terdiri dari Direktur utama, Direktur Bisnis serta 
Direktur Umum dan Kepatuhan yang membawahkan fungsi kepatuhan.

Jumlah Dewan Komisaris berjumlah tiga (3) orang dan semuanya telah lulus uji kemampuan dan 
kepatuhan serta diangkat melalui RUPS

Bank belum berkewajiban menunjuk Komite Audit dan Komite Manajemen Resiko, karena modal 
inti paling sedikit Rp. 80.000.000.000,00 (Delapan Puluh Miliar Rupiah ) untuk itu.

Bank telah memiliki sistem dan prosedur dalam menyelesaikan benturan kepentingan. Dari hasil 
evaluasi Bank di tahun 2020 tidak ada transaksi yang menimbulkan benturan kepentingan. 

Bank telah menunjuk Direksi yang menjalankan Fungsi Kepatuhan serta telah membentuk 
Satuan Kerja Kepatuhan sehingga Fungsi Kepatuhan sudah dapat dijalankan sesuai ketentuan 
OJK
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